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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
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REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 
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 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع
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 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

لَ يْ قِ  -   qīla 

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ ةُ ارَؤْضَ  -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 
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yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًالُ لِلِِ  ا - ي ْ مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN KONSEP SYARIAH RUMAH SAKIT “JIH” 

MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 

INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2016 

 

Muhammad Ikhlassul Amal 

16421209 

 

 Perkembangan industri syariah di Indonesia saat ini mengalami kenaikan 

yang sangat pesat khususnya adalah bidang pelayanan kesehatan yang menerapkan 

konsep syariah yaitu dengan kehadiran Rumah Sakit Syariah. Sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, setidaknya ada beberapa poin 

penting atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rumah Sakit 

berbasis Syariah. Fokus pada penelitian ini adalah yang Pertama bagaimana konsep 

Syariah menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia ? yang 

Kedua bagaimana kesesuaian aplikasi prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH 

Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 107 Tahun 2016 ?. 

 Penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitiaan ini, yaitu : Pertama, Rumah 

Sakit Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 yang meliputi 

kesesuaian akad, pelayanan yang syariah, kehalalan barang gunaan dan bahan 

konsumsi sesuai sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia, Pengelolaan keuangan 

yang syariah, sedangkan Rumah sakit “JIH” Yogyakarta juga menerapkan standar 

tersebut yang tidak jauh berbeda namun mereka memiliki beberapa hal lain yang 

penting menurut Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta walaupun belum termuat dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016. 

Kedua, Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk 

menyesuaikan pelaksaan indkator sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 hanya saja masih ada beberapa 

hal yang belum optimal.  

Kata Kunci:  Rumah Sakit Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE "JIH" HOSPITAL CONCEPT 

BY FATWA NATIONAL SHARIAH BOARD OF INDONESIAN ULAMA 

ASSEMBLY NUMBER 107 OF 2016 

 

Muhammad Ikhlassul Amal 

16421209 

 

The development of the sharia industry in Indonesia is currently 

experiencing a very rapid increase, especially in the field of health services that 

apply the concept of sharia, namely the presence of Sharia Hospitals. Following the 

Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, there are at 

least some important points or things that must be fulfilled in the operation of 

Sharia-based Hospitals. The focus of this research is First, what is the concept of 

Sharia according to the Yogyakarta JIH Hospital and the Indonesian Ulema 

Council? Secondly, how is the application of Sharia Hospital principles in JIH 

Yogyakarta in conformity with the National Sharia Council Fatwa Board of the 

Indonesian Ulema Council Number 107 of 2016? 

 

The research used is a type of Field Research with a qualitative approach. 

The conclusions of this research are: First, Sharia Hospitals according to the 

Indonesian Ulema Council are contained in the fatwa of the National Sharia Council 

of the Indonesian Ulema Council Number 107 the Year 2016 which includes the 

suitability of the contract, sharia services, halal use of goods and consumables 

according to the halal certification of the Indonesian Ulema Council, Sharia 

financial management, while the Yogyakarta "JIH" Hospital also applies these 

standards which are not much different but they have several other important things 

according to the Yogyakarta "JIH" Hospital although it has not been contained in 

the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 

107 the Year 2016. Second, the Yogyakarta "JIH" Hospital has made every effort 

to adjust the implementation of indicators following the fatwa of the National 

Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 107 of 2016, but there 

are still some things that are not optimal. 

Keywords: Sharia Hospital, Indonesian Ulema Council Fatwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri syariah di Indonesia saat ini mengalami kenaikan 

yang sangat pesat, sehingga masyarakat pada saat ini sangat membutuhkan 

produk-produk syariah, yang pada awalnya sifatnya hanya sekedar angin lalu 

menjadi kebutuhan yang wajib ada. Kebutuhan ini muncul atas dasar kesadaran 

masyarakat muslim di Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat agar 

sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang saat ini sering disebut dengan Halal 

Lifestyle. Tidak hanya makanan atau busana yang harus berlabel Syariah, 

namun produk-produk Syariah yang dibutuhkan kini merambah ke bidang-

bidang lain. Salah satu industri Syariah yang mulai berkembang adalah bidang 

pelayanan kesehatan yang menerapkan konsep Syariah yaitu dengan kehadiran 

Rumah Sakit Syariah. 

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 

setidaknya ada beberapa poin penting atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam 

penyelenggaraan Rumah Sakit berbasis Syariah. Adapun prinsip – prinsip 

dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah adalah akad dan personalia 

hukum yang harus menggunakan akad Ijarah. Akad tersebut dalam 

pemberlakuannya meliputi ketentuan dan syarat berlakunya tertuang dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.  
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Ketentuan terkait pelayanan, rumah sakit dan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) wajib memenuhi hak-hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Rumah sakit juga berkewajiban memberikan pelayanan 

sesuai dengan Panduan Praktis Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar 

pelayanan yang berlaku. Rumah Sakit juga wajib memberikan pelayanan dan 

konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 

kesembuhan pasien. Selain itu, dalam penyelenggaraan konsep rumah sakit 

berbasis syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Hal yang tidak 

kalah penting dalam penyelenggaraan rumah sakit berbasis syariah adalah 

Rumah Sakit harus memiliki ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, 

makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan semuanya harus berlabel 

atau telah bersertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).1 

Perkembangan rumah sakit dengan mengusung konsep syariah saat ini 

juga mulai berkembang di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu 

Rumah Sakit yang mengusung konsep syariah dalam menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah Rumah Sakit JIH Yogyakarta. 

Rumah Sakit “JIH” pada awalnya bernama Jogja International Hospital 

didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBW UII) 

yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Unisia Medika Farma (PT UMF).2 

Jogja International Hospital telah mulai beroperasi pada tanggal 5 Februari 

 
1 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah 
2 Visi Misi Rumah Sakit “JIH” dikutip dari http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-

perusahaan diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 00.29 WIB 

http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-perusahaan
http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-perusahaan
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2007, dan pada tanggal 1 Agustus 2010 nama Jogja International Hospital 

diganti menjadi RUMAH SAKIT “JIH”. Rumah Sakit “JIH” dalam 

penyelenggaraannya mengusung visi Terwujudnya Rumah Sakit JIH sebagai 

Rumah Sakit Rahmatan Lil ‘Alamin melalui komitmen pada pelayanan 

kesehatan bertaraf international berdasar ketentuan Rumah Sakit Syariah. Visi 

ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada misi yang menyertai, 

maka misi dari Rumah Sakit JIH ada tiga poin3 yaitu membangun institusi 

syariah di bidang pelayanan kesehatan untuk mengabdi dan mencari ridha 

Allah SWT.4 Mengembangkan layanan prima yang fokus pada kebutuhan 

pasien didukung dengan teknologi tepat guna sesuai standar internasional dan 

membangun human capital yang terampil, profesional, dan kompeten berdasar 

nilai budaya islami. Dengan misi tersebut Rumah Sakit JIH mempunyai 

Kebijakan Kualitas yang memastikan layanan premium yang bermanfaat bagi 

masyarakat, berbasis Syariah dan bertaraf internasional.5 

Dengan adanya perkembangan industri berbasis Syariah yang terus 

berkembang pesat seperti saat ini khususnya di Yogyakarta maka dengan ini 

peneliti mengangkat industri Syariah yang ada di Yogyakarta yakni Rumah 

Sakit JIH sebagai kajian utama penelitian ini sebagai Rumah Sakit yang 

menggunakan konsep Syariah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Kajian penelitian ini akan ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 sehingga dapat mengetahui 

 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid 
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efektivitas penerapan konsep Syariah dalam pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit JIH Yogayakarta.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Syariah menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan 

Majelis Ulama Indonesia ? 

2. Bagaimana kesesuaian aplikasi prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH 

Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian:  

a. Agar dapat memahami konsep Syariah menurut Rumah Sakit JIH 

Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia. 

b. Agar dapat memahami kesesuaian aplikasi prinsip Rumah Sakit 

Syariah di JIH Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016. 
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2. Manfaat Penilitian: 

Dengan tercapainya tujuan dalam penilitian ini, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah 

keilmuan dalam memahami penerapan konsep Syariah Rumah 

Sakit JIH Yogyakarta menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016. 

b. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu literatur tambahan untuk pembahasan yang 

berhubungan dengan penerapan konsep Syariah menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 

Tahun 2016. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pelaku Industri Bisnis Syariah diharapkan dapat menambah 

literatur rujukan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah. 

b. Bagi pembentuk kebijakan hukum di Indonesia dapat menambah 

rujukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan 

kepastian hukum dalam bidang Industri Bisnis Syariah di 

Indonesia. 

c. Bagi konsumen, khalayak umum dan praktisi mengetahui 

kesesuaian rumah sakit syariah sebelum menjadikan Rumah 

Sakit JIH Yogyakarta sebagai rujukan berobat. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang 

memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahsan dalam skripsi ini 

tersusun secara sistematis. 

Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang 

memuat beberapa subbab di dalamnya. Pembagian subbab tersebut 

meliputi Latar Belakang, yang membahas tema pokok dan alasan 

rasional mengapa tema dalam judul penelitian ini perlu dibahas. Fokus 

Penelitian, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian merupakan 

bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar mempertajam masalah 

yang akan dipecahkan agar dapat lebih fokus dan terarah sehingga 

memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian.6 Tujuan 

Penelitian, Merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam 

kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil 

penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti 

sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.7 

Manfaat Penelitian, merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi 

 
6 Tim Revisi Pedoman Skripsi Prodi Ahwal-Al-Syakhshiyah FIAI UII, Pedoman 

Penulisan Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia, Cet. 2, (Yogyakarta: 2018), 16 
7 Ibid. 
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kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian 

selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Sistematika Pembahasan, menyajikan format susunan penulisan yang 

akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga 

dapat tersusun dengan terstruktur dan sistematis.8 

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustaka dan kerangka teori. 

Kajian Pustaka, merupakan keterangan-keterangan dari penelitian 

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti skripsi, laporan 

penelitian, dan jurnal hasil penelitian sebagai acuan kebaruan dari 

skripsi ini agar dapat menghindari plagiasi. Kerangka Teori, merupakan 

deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok – pokok pembahasan 

sesuai dengan tema dalam penelitian ini.9 

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode 

penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat Jenis Penelitian 

dan Pedekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. 

Kemudian Sumber Data dan Seleksi Sumber dalam penelitian ini. 

Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 

sebagai unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan 

pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang 

kemudian akan dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir. 

 
8 Ibid., 17. 
9 Ibid., 18. 
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Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai Hasil 

Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini semua kajian hasil 

penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis sehingga 

pembahasan dapat terstruktur dengan baik serta mudah dipahami. 

Setelah semua kajian yang telah dituangkan dalam bab ini, kemudian 

peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan 

pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Hasil 

analisis pada bab inilah nantinya akan disimpulkan dan ditegaskan 

kembali dalam bab penutup. 

Bab V (lima) merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang 

memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan penegasan 

kembali dari analisis pembahasan pada bab sebelumnya yang telah 

dijelaskan secera terperinci berdasarkan kajian yang telah dilakukan. 

Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok-pokok dari pembahasan 

sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini atau rumusan masalah. 

Sedangkan saran-saran berisikan mengenai rekomendasi atau proyeksi 

ke depan yang ditujukan kepada institusi-institusi terkait atau peneliti 

dengan pembahasan yang beririsan berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori 

1. Kajian Pustaka  

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

merupakan undang-undang tentang rumah sakit yang berlaku untuk 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan rumah sakit, serta 

mengatur tata cara atau pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan. Peraturan 

ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 terkait pelayanan  kesehatan yang merupakan hak setiap orang 

yang dijamin di dalam Undang-Undang tersebut serta rumah sakit sebagai 

institusi pelayanan kesehatan harus mempunyai karakterisik bagi 

masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya.10 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien merupakan 

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menggantikan Peraturan 

 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, 2009. 
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Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 

2009 tentang Rumah Sakit. Pemerintah perlu menetapkan Peraturan 

tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien karena tindakan 

yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan 

kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki 

dampak hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, 

petugas yang bekerja di rumah sakit, dan masyarakat sekitar.11 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 

107 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa masyarakat memerlukan penjelasan 

tentang pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip 

Syariah; bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan 

Rumah Sakit berdasarkan prinsip Syariah belum diatur dalam fatwa DSN-

MUI; bahwa atas dasar pertimbangan poin-poin di atas, DSN-MUI 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan 

Rumah Sakit berdasarkan prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.12 

Dalam karya ilmiah jurnal yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah” Mu’adil Faizin 

menjelaskan pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip 

 
11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 
12 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, 1  
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syariah oleh fatwa DSN-MUI. Timbulnya fatwa tersebut dikarenakan dua 

faktor; yang pertama ialah kebutuhan masyarakat yang kedua ialah 

kekosongan hukum. Diketemukan bahwa konsep Syariah yang sedang 

diejawantahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) dalam fatwanya masih menggunakan satu sudut pandang 

Imam Syaitibi, belum merambah pada perkembangannya. Namun lebih 

fokus kepada perlindungan individu yang belum bisa dikatakan raḥmatan 

li al-’ālamīn. Produk fikih berupa fatwa ini justru menyiratkan kemunduran 

pemikiran fikih Indonesia.  

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk semestinya direspon 

dengan pengembangan pemikiran syariah yang berorientasi pada 

kemanusiaan. Dengan begitu peletakan syariah pada rumah sakit bukan 

hanya sebatas marketing atau saduran nama saja, namun juga 

merefleksikan konsep Islam raḥmatan li al-’ālamīn.13 Dari jurnal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Mu’adil Faizin memberikan kritik konstruktif 

terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang 

penerapan konsep syariah rumah sakit. Hal tersebut tentu berbeda dengan 

karya ilmiah skripsi ini yang mengkaji terkait konsep Syariah Rumah Sakit 

JIH Yogyakarta sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia. Dalam sudut pandang penulis fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait konsep syariah rumah sakit 

 
13 Mu’adil Faizin, “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah 

Sakit Syariah,” Institut Agama Islam Negri Metro 06 (2018): 12–23, 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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memang perlu adanya perubahan, namun lebih baik ada peraturan yang 

mengatur walaupun belum secara maksimal sebagai jawaban masyarakat 

daripada tidak ada peraturan sama sekali. Maka dari itu penulis 

menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

untuk mengkaji Rumah Sakit JIH Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyelenggarakan rumah sakit.   

Karya ilmiah Jurnal Dyah Wiji Puspita Sari dan beberapa penulis 

lain dengan judul “Pelayanan Keperawatan Berbasis Syariah dan Loyalitas 

Pasien Di Rumah Sakit Islam” menjelaskan bagaimana rumah sakit dengan 

label syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien. Rumah sakit syariah juga mendasarkan 

pengelolaannya pada tujuan diadakannya syariah yaitu penjagaan agama, 

jiwa, keturunan, akal, dan penjagaan harta. Pada dasarnya semua rumah 

sakit syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah nasional majelis 

ulama Indonesia No. 107/DSN-MUI/X/2016.14 Jurnal ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara pelayanan keperawatan berbasis syariah 

dengan loyalitas pasien di RSISA Semarang. Fakta lapangan yang mereka 

temukan, pelayanan keperawatan berbasis syariah dapat meningkatkan 

loyalitas pasien karena pelayanan yang diberikan rumah sakit mengandung 

unsur keislaman sehingga pasien merasa nyaman dan aman. Hal tersebut 

 
14 Dyah Wiji Puspita Sari, Muhammad Abdurrouf, dan Rismawati Rismawati, “Pelayanan 

Keperawatan Berbasis Syariah dan Loyalitas Pasien Di Rumah Sakit Islam,” Nurscope : Jurnal 

Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan 4, no. 2 (2018): 109, 

https://doi.org/10.30659/nurscope.4.2.109-117. 
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tentu berbeda dengan karya ilmiah skripsi ini yang akan menganalisis 

Rumah Sakit JIH Yogyakarta yang akan fokus dengan penerapan semua 

pedoman yang ada di fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No. 107 tahun 2016 tanpa berkaitan dengan loyalitas pasien.  

Dalam Karya ilmiah Jurnal Diana Mutia Habibaty berjudul “Peranan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum 

Positif Indonesia” yang menjadi topik dalam karya ilmiah ini yang 

pembahasan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

sebagai lembaga keIslaman independen di Indonesia yang telah 

berkontribusi dalam berbagai masalah keagamaan di Indonesia. Ada 

beberapa pihak yang menganggap bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan 

akan mendapatkan sanksi jika tidak melaksanakannya. Namun, bila kita 

lihat definisi dari fatwa sendiri adalah anjuran atau himbauan, sehingga 

tidak ada sanksi tertentu bila masyarakat tidak menjalankannya.15 Diana 

Mutia Habibaty menjelaskan bahwasanya kedudukan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah anjuran yang dapat 

ditaati maupun tidak. Karena posisinya sebagai anjuran, maka 

ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. 

Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi 

sosial. Berbeda dengan jurnal tersebut yang menjelaskan kedudukan fatwa 

 
15 Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 04 (2017): 447–

54. 
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara universal, kajian 

utama karya ilmiah skripsi ini fokus pada konsep rumah sakit syariah di 

Rumah Sakit JIH Yogyakarta berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia hanya No 107 Tahun 2016 bukan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan. 

Karya ilmiah Jurnal berjudul “Analisis Standar Sertifikasi Rumah 

Sakit Syariah menurut MUKISI tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan 

Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung” karya Mia 

Putriyana, N. Eva Fauziah, dan Eva Misfah menjelaskan bahwa rumah sakit 

yang dapat mengajukan sertifikasi syariah adalah rumah sakit umum dan 

rumah sakit Islam. Rumah sakit yang menggunakan konsep syariah selain 

mementingkan makanan yang halal, baik dan higienis juga harus menjaga 

obat-obatan dan produk kosmetika yang aman dan berlabel halal. Semua 

produk tersebut diawasi oleh Lembaga Pengakajian Pangan, Obat-obatan, 

dan Kosmetika Majelis Ulama yang disingkat LPPOM MUI.16 Jurnal 

tersebut hanya menjelaskan kehalalan dan higienitas makanan terhadap 

pelayanan rumah sakit Al Islam Bandung dalam sudut pandang MUKISI. 

Walaupun skripsi ini juga menyinggung kehalalan dan higienitas terhadap 

makanan di rumah sakit akan tetapi fokus utama dari skripsi ini 

menganalisis terkait penerapan konsep Syariah Rumah Sakit JIH 

 
16 Mia Putriyana, N Eva Fauziah, and Eva Misfah, “Analisis Standar Sertifikasi Rumah 

Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan Dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan 

Di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2019): 

443–49, 

http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_Syariah/article/view/10501/pdf. 
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Yogyakarta menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia secara luas. 

Dalam karya ilmiah Jurnal yang berjudul “Implementasi Etika 

Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)” Elida Elfi 

Barus dan Nuriani memaparkan bahwasanya seorang muslim seharusnya 

berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di 

dunia maupun di akhirat. Etika Bisnis Islam menjamin, baik pebisnis, mitra 

bisnis, maupun konsumen akan saling mendapatkan keuntungan. Akan 

tetapi banyak para pelaku usaha/bisnis yang tidak lagi mementingkan 

aturan-aturan Islam dalam berbisnis dalam artian hanya mengejar 

keuntungan duniawi semata. Terkadang mereka juga mengabaikan etika-

etika bisnis yang seharusnya mereka terapkan.17 Hubungan jurnal karya 

Elida Elfi Barus dan Nuraini dengan karya ilmiah skripsi ini terkait Etika 

Bisnis Islam yaitu rumah makan Wong Solo Medan dengan Rumah Sakit 

JIH Yogyakarta yang keduanya menerapkan konsep Bisnis Islam dan 

menerapkan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi dalam kajian utama karya 

ilmiah ini mengkaji terkait salah satu bisnis Islam yaitu konsep Rumah 

Sakit Syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No 107 Tahun 2016 secara luas. 

Karya ilmiah Jurnal karya Abdul Mujib yang berjudul “Realitas 

Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam” menerangkan arti Ekonomi 

 
17 Elida Elfi; Nuriani Barus, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan 

Wong Solo Medan),” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 2, no. 2 (2016): 125–46. 
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Islam dalam sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang telah terbukti 

dapat menghantarkan umat manusia kepada kemerdekaan. Ekonomi Islam 

merupakan realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di 

tengah-tengah beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang 

berbasis pada paham materialisme sekuler.18 Rumah sakit adalah salah satu 

bentuk dari bisnis Islam dan bisnis Islam adalah bagian dari ekonomi Islam. 

Maka dari itu jurnal karya Abdul Mujib dengan karya ilmiah skripsi ini 

bersinggungan namun kajian utama skripsi ini yaitu mengkaji terkait 

prinsip Rumah Sakit Syariah khususnya Rumah Sakit JIH Yogyakarta 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Karya ilmiah Jurnal karya Tira Nur Fitria berjudul “Kontribusi 

Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” menjelaskan 

Islam sebagai way of life menata segala hal yang berkaitan dengan 

kehidupan, dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit 

sekalipun. Bahkan Islampun mengatur baik dalam aspek politik, ekonomi, 

pendidikan, seni, sosial, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Tira Nur Fitria 

juga menerangkan bahwa negara yang perekonomiannya menerapkan 

dasar Al-qur’an dan Hadis sebagai dasar penerapannya, tentu 

perekonomian nasionalnya akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai 

aturan.19 Apabila Tira Nur Fitria menerangkan bahwa negara yang 

 
18 Abdul Mujib, “Realitas Sistem Perbankan” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi 

dan Perbankan Syariah 2, no. 1 (2017). 12 
19 Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2, no. 03 (2016): 29–40, https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3. 
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menerapkan syariah sebagai dasar penerapannya akan berjalan baik dan 

terarah sesuai peraturannya dan perekonomiannya maka apabila kita 

hubungkan dengan karya ilmiah skripsi ini apabila rumah sakit yang 

menggunakan syariah sebagai dasarnya atau biasa disebut dengan Rumah 

Sakit Syariah tentunya akan juga akan mendapatkan hal yang sama. Maka 

dari itu dalam karya ilmiah skripsi ini mengkaji terkait penerapan Rumah 

Sakit JIH Yogyakarta yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No. 107 Tahun 2016 dengan menghubungkan 

penerapan Ekonomi Islam di negara ataupun Bisnis Islam. 

Dalam penelitian skripsi oleh Jihan Ardiansyah berjudul “Analisis 

Penerapan Akad pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Kota Bantul” 

yang menjadi topik pembahasan adalah implementasi akad yang terjadi 

pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Kota Bantul berdasarkan prinsip 

syariah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 

Tahun 2016.20 Skripsi Jihan Ardiansyah yang hanya membahas akad dalam 

rumah sakit hanyalah bagian kecil dari penelitian yang akan dibahas ini 

karena lingkup kajian lebih luas tidak hanya akad, terlebih karya Jihan 

Ardiansyah fokus pada akad di rumah sakit menurut Rumah Sakit Syariah 

Nur Hidayah Kota Bantul sedangkan karya ilmiah penulis memiliki objek 

penelitian yang berbeda yaitu Rumah Sakit JIH Yogyakarta.  

 
20 Jihan Ardiansyah, “Analisis Penerapan Akad pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah 

Kota Bantul”, Skrispi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019 
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Dalam penelitian skripsi karya Muhammad Farhan berjudul 

“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang”  yang menjadi topik pembahasan adalah penerapan 

prinsip-prinsip Syariah dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah 

berdasarkan Prinsip Syariah.21 Skripsi karya Muhammad Farhan dengan 

karya ilmiah skripsi penulis secara garis besar memiliki kesamaan, akan 

tetapi yang membedakan disini ialah lokasi penelitiaan yang sangat jauh 

berbeda dari segi sosial maupun dari segi pengelolaan. 

Dalam Karya Ilmiah Jurnal berjudul “Peran dan Fungsi Fatwa MUI 

dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia” Muhammad 

Maulana Hamzah menjelaskan peran dan pengaruh fatwa MUI terhadap 

perubahan sosio-kultural di Indonesia. Karya ini mengacu kepada 47 fatwa 

MUI di bidang sosio-kultural yang merubah cara berfikir, pertumbuhan 

penduduk, interaksi dengan masyarakat dan bangsa lain, penemuan baru, 

teknologi, bencana dan konflik di masyarakat.22 Jurnal Muhammad 

Maulana Hamzah memiliki hubungan dengan karya ilmiah skripsi penulis 

akan tetapi Muhammad Maulana Hamzah menjelaskan terkait peran dan 

fungsi empat puluh tujuh tujuh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

 
21 Muhammad Farhan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang”, Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018 
22 Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus 

Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” Millah: Jurnal Studi Agama 1, no. 1 (2017): 127–54, 

https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL17.ISS1.ART7. 
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Ulama Indonesia. Salah satunya menjelaskan terkait prinsip rumah sakit 

syariah yang berkaitan dengan karya ilmiah skripsi penulis dan dapat 

sebagai rujukan penulis dalam penelitian di rumah sakit JIH Yogyakarta. 
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2. Kerangka Teori 

a. Industri Gaya Hidup Halal 

Halal berarti sesuatu yang harus dan tidak dilarang Allah 

SWT. yaitu boleh melakukannya atau meninggalkannya tanpa ada 

kesalahan atau dosa yang mengakibatkan siksaan di akhirat jika 

melakukannya. Negasi atau lawan dari halal adalah haram dan 

sesuatu yang haram hukumnya tidak boleh dikonsumsi. Dalam 

sudut pandang ini maka halal juga hampir sama dengan harus atau 

ibadah dalam konteks Ushūl Fikih.23 

Dalam Al-qur’an Q.S Al-Baqaroh (2) ayat 168  

 

ا وَلََ تَ تَّبِعُوا۟   ۚ   تِ ٱلشَّيْطَٰ نِ ٰ  خُطُوَ يَ ٰٰٓأيَ رهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مَِّا فِِ ٱلَْرْضِ حَلَٰ لاً طيَِ باً

 [٢:١٦٨إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مربِي  ]
Artinya: 

“Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang 

halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan 

(yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan 

itu adalah musuh kamu yang nyata.”24 

 

 

 

  

 
23 Shawkani, “Irshād al-Fuḥūl ila Taḥqīq al-Ḥaq  min  al-Uṣūl”(Mesir: Dār al-Salām, 

1998), 1:52.; lihat juga Zarkashi, al-Baḥr al-Muḥīṭfi Uṣūl al-Fiqh(t.tp.: Dār al-Kitabī, 1994), 1:364  
24 Tim Penerjemah Al-qur’an UII, Al-qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 44 
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Q.S. Al-Maidah (5) ayat 3 

تَةُ   وَٱلدَّمُ وَلَْْمُ ٱلْْنِزيِرِ وَمَآ أهُِلَّ لغَِيِْْ ٱلِلَِّ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ حُرِ مَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَي ْ
تُمْ وَمَا ذُبِحَ  وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتََدَِ يةَُ  وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلََّ مَا ذكََّي ْ

ۚ  ٱلْيَ وْمَ يئَِسَ ٱلَّذِينَ   كُمْ فِسْق  لِ ٰ  ۚ  ذَ  عَلَى ٱلنرصُبِ وَأَن تَسْتَ قْسِمُوا۟ بٱِلَْزْلَٰ مِ 

 ۚ   كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَ تََْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ 
سْلَٰ مَ ٱلْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ   لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلِْْ

ا  ۚ  فَمَنِ ٱضْطرَُّ  دِيناً
ثٍٍْۢ فِِ مََْمَصَةٍ غَيَْْ مُ   [٥:٣فإَِنَّ ٱلِلََّ غَفُور ا رَّحِيم ا ] ۚ   تَجَانِفٍٍۢ لِِْ 

Artinya: 

 

"Diharamkan untuk kamu semua bangkai, darah, dan daging babi, 

serta binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dan juga 

diharamkan untukmu hewan yang tercekik, karena dipukul atau 

mati karena terjatuh. Dan juga yang mati karena ditanduk 

lawannya. Juga ternak yang dimangsa binatang buas, kecuali yang 

kamu sembelih. Juga diharamkan ternak yang disembelih untuk 

berhala. Diharamkan pula kamu mengundi nasib dengan anak 

panah. Tindakan yang demikian itu adalah fasik. Hari ini orang-

orang kafir telah putus asa untuk mengganggu agamu. Karena itu 

janganlah takut kepada mereka tapi takutlah kepada Aku. Hari ini 

telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan juga Aku 

sempurnakan kenikmatan-Ku kepadamu. dan Aku pun telah rela 

bahwa Islam menjadi agama bagimu. Barangsiapa yang terpaksa 

karena lapar dan tidak bermaksud melakukan dosa, maka Allah 

sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”25 

 

Dari kedua dalil di atas terlihat bahwa halal adalah suatu keharusan 

apabila tidak halal maka hal tersebut bisa dikatakan haram dan 

apabila haram maka tentunya hal tersebut dilarang oleh Allah SWT.  

 
25 Ibid, 187-188  
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Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. pasti ada hikmah di 

baliknya, salah satu contohnya ialah Allah SWT. melarang 

memakan daging babi sesuai Q.S. Al-Maidah ayat 3 di atas. Namun 

di ayat tersebut tidak dijelaskan mengapa kita tidak diperbolehkan 

memakan daging babi dan sebagainya yang sesuai ayat tersebut, di 

lain sisi hal ini seharusnya membuat iman kita bertambah 

menjalankan perintah Allah SWT. karena hal tersebut ialah perintah 

bukan karena alasannya. Namun apabila kita lihat perkembangan 

saat ini banyak orang yang meneliti Al-qur’an dan salah satunya 

ialah meneliti terkait daging babi kenapa diharamkan.  

Selain pola hidupnya babi yang dapat kita amati yang 

seringkali mengonsumsi kotorannya sendiri dan benda-benda najis 

lainnya, hasil penelitian konsumsi babi dalam bentuk apapun, baik 

itu pork chops, bacon, atau ham memiliki efek yang berbahaya bagi 

tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit 

berbahaya bagi manusia. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh 

kandungan asam urat nya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. 

Babi merupakan hewan pembawa penyakit atau host bagi parasit. 

Babi mengandung banyak macam parasit dan bisa menyebabkan 

penyakit cacingan.26 

 
26 Alvi Jauharotus Syukriya and Hayyun Durrotul Faridah, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi 

Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam,” Journal of Halal Product and Research 2, 

no. 1 (2019): 44–50. 
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Dari hasil penelitian tersebut kita dapat menyimpulkan 

bahwa hikmah halal pasti terjamin perlindungannya dalam hal 

kesehatan, kualitas ataupun kenyamanan, bukan hanya untuk umat 

muslim saja bahkan sifatnya universal umat non muslim juga dapat 

menikmati hikmahnya. Dengan ditawarkannya hikmah tersebut 

maka dengan adanya perkembangan jaman ini muncul Halal 

Lifestyle (gaya hidup halal) yang diperlukan oleh semua umat dan 

memperkenalkan kembali raḥmatan li al-’ālamīn kepada khalayak 

umum. 

Bergaya hidup halal (halal lifestyle) sangat penting bagi 

umat muslim khususnya karena mengarah pada cara hidup yang 

benar dan jelas.27 Hakikatnya konsep halal lifestyle ini sangat 

sederhana, karena suatu yang halal sudah pasti baik, bersih, higienis 

dan sehat tentunya dan fenomena “halalisasi” di Indonesia saat ini 

tidak hanya berkutat pada sektor makanan, akan tetapi sudah 

merambah ke sektor-sektor lainnya, yaitu dari wisata, rumah sakit, 

mode, peralatan make up bagi para wanita untuk menunjang 

penampilan, dan pola hidup lainnya. Contoh yang paling 

berkembang terkait halal lifestyle ini salah satunya pada bidang 

kesehatan dengan terbitnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

 
27 Tridjoko Wisnu Murti, “Halal Life Style And Global Trade”, Proceedings, The 7th 

International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on 

Food Sovereignty in Tropical Countries September 2017, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 33. 
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Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah.  

Pada saat ini rumah sakit berpedoman syariah tidak kalah 

dengan rumah sakit umum bahkan masyarakat lebih memilih 

rujukan ke rumah sakit Islam karena mereka memiliki pelayanan 

berdasarkan syariah, akad, serta kehalalan obat-obatan dan 

makanannya. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 rumah sakit diatur dalam hal 

pelayanannya yang salah satu contohnya perawat laki-laki melayani 

pasien laki-laki pun sebaliknya perawat perempuan dilayani oleh 

perempuan. Diatur juga terkait akadnya misalkan Rumah Sakit 

dengan Pasien adalah akad Ijarah, Rumah Sakit sebagai pemberi 

jasa (Ājir) dan Pasien sebagai pengguna jasa (Musta’jir) dan ada 

juga akad-akad lainnya bahkan ketentuan ketentuan yang 

berdasarkan syariah telah diatur di fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia tersebut. 
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b. Bisnis Islam 

Islam telah mengatur semua kegiatan manusia termasuk 

dalam menjalankan mu’a>malah dengan memberikan batasan apa 

saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. 

Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan seuai 

Al-qur’an dan Hadis. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam ialah 

selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang 

bersifat tidak materi, keuntungan dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam 

konteks inilah Al-qur’an menawarkan keuntungan dengan suatu 

bisnis yang tidak pernah mengenal kerugian. Karena walaupun 

seandainya secara material pelaku bisnis muslim merugi, tetapi 

pada hakikatnya ia tetap beruntung karena mendapatkan pahala 

karena komitmennya dalam menjalankan bisnis dengan prinsip 

syariah.28 

Bisnis Islam pada awalnya berangkat dari jual beli dan dalam 

jual beli ada banyak akad yang sesuai dengan syariah terkhusus 

bisnis dengan prinsip syariah. Ijarah memiliki intensitas yang 

tinggi, baik dilakukan orang perorang, lembaga keuangan dengan 

orang perorang maupun lembaga keuangan dan lembaga hukum 

lainnya. Ijarah yang merupakan jual beli manfaat barang maupun 

 
28 Aryadi, “Bisnis Dalam Islam,” Hadratul Madaniyah, Universitas Muhammadiyah 

Palangkaraya, Palangkaraya 2018, 13–26. 
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jasa mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam 

suatu diktum-diktum kesepakatan dengan tenggat waktu dan tujuan 

tertentu, sehingga memiliki syarat dan rukun sebagai parameter 

keabsahannya.  

Para pakar hukum Islam klasik dan kontemporer 

berpendapat bahwa syarat Ijarah adalah kerelaan kedua belah pihak, 

manfaat obyek Ijarah diketahui dengan pasti, barang sewaan 

berspesifikasi tertentu, obyek sewaan sesuatu yang mubah, bisa 

diserah-terimakan, bukan suatu kewajiban, dan upah adalah sesuatu 

yang bernilai. Adapun rukunnya yaitu;  

- Dua pihak yang bertransaksi,  

- Redaksi transaksi, manfaat dan upah.  

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, kajian Ijarah meliputi 

sektor perburuhan dan perbankan dan non perbankan. Transaksi 

Ijarah berakhir bila adanya cacat atau kerusakan pada barang 

sewaan, meninggalnya salah satu pihak dan tujuan transaksi telah 

tercapai.29 

Akad kedua yang ada di pedoman rumah sakit syariah 

menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

yaitu akad Mud}a>rabah; Rumah Sakit sebagai pengelola (Mud}a>rib), 

 
29 Muhammad Fakhruddin Mudzakkir and Andi Nu Graha, “Tinjauan Syariah Tentang 

Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah,” An-Nisbah: 

Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2015), https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.69-84. 
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dan pemasok sebagai pemilik modal (S}a>hib al-Ma>l).30 Akad 

Mud}a>rabah juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia nomor 07 tahun 2000 dan nomor 49 tahun 

2005. Mud}a>rabah adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi 

dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal 

keahlian dari mitra lainnya. Menurut terminologi, Mud}a>rabah 

disebut juga dengan Mud}a>rabah atau Qirad}.31 Menurut Muhammad 

Syafi’i Antonio, Mud}a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara 

dua pihak, di mana pihak pertama (S}a>hib al-Ma>l) menyediakan 

seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (Mud}a>rib) menjadi 

pengelola.  

Keuntungan usaha secara Mud}a>rabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami 

kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila 

kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian 

pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian 

tersebut.32  

 
30 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, 12 
31 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, “Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek Dan 

Prospek”, Serambi Ilmu Semester, Jakarta, 2004, 67. 
32 Muhammad Syafi’i Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik," ed. R. Farida 

Hasan Basri, Dadi M. dan Dewi (Jakarta: Gema Insani, 2001). 213 
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Untuk penerapan akad Mud}a>rabah dalam rumah sakit 

biasanya terjadi pada rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan 

dan pemasok alat laboratorium. Rumah sakit sebagai pengelola 

(Mud}a>rib), dan pemasok sebagai pemilik modal (S}a>hib al-Ma>l).  

Selain antara rumah sakit dengan pemasok, akad Mud}a>rabah 

juga bisa terjadi antara rumah sakit dengan vendor obat, ketika 

rumah sakit sebagai pengelola dan vendor obat sebagai pemodal 

yang hasilnya nanti akan di bagi sesuai kesepakatan antara pihak-

pihak yang terkait. 

Selain akad Mud}a>rabah rumah sakit berprinsip syariah 

menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

menerapkan akad Bāi’i. Akad Bāi’i adalah pertukaran harta dengan 

harta menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.33 

Akad Bāi’i biasanya menggunakan dua jenis transaksi yaitu Bāi’i 

naqdan dan Bāi’i ta’jil¸akad Bāi’i antara kedua jenis di sini hanya 

dibedakan dari transaksi pembayarannya yang mana para pihak yang 

memakai akad ada yang langsung dibayar secara tunai ataupun 

pembayarannya secara jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan akad 

yang tertera di dalam kontrak antara kedua belah pihak. Jual beli 

antara pihak rumah sakit dan pemasok bahan-bahan makanan dan 

kebutuhan, pemasok obat-obatan dan jual beli alat kesehatan. 

 
33 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 107 Tahun 2016, 11 
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Akad selanjutnya ialah akad Musya>rakah atau syirkah yang 

kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang 

disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya yang biasa 

disebut dengan akad Musya>rakah Mutanaqis}ah.34 

Akad Musya>rakah Mutanaqis}ah merupakan produk turunan 

dari akad Musya>rakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari Musya>rakah adalah 

syirkah yang berasal dari kata Syaraka – Yusyriku – Syarkan – 

Syari>kan – Syirkatan (syirkah), yang berarti kerjasama, perusahaan 

atau kelompok atau kumpulan. Dasar hukum akad ini ialah: Q.S. al-

Ma’idah (5) ayat 1  

ُّه ٰٓأيَ  ـ َ ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٰٓا۟ أوَْفُوا۟ بٱِلْعُقُودِ ي َۚ. . .  
Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…” 

 

Hadist: Artinya: Dari Abu Huraira “Allah SWT. berfirman: “Aku 

adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah 

satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak 

telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang 

dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).  

 

Sebuah perjanjian, syirkah atau perserikatan pasti memiliki 

rukun dan syarat untuk sahnya akad tersebut dan memiliki kekuatan 

hukum. Adapun rukun syirkah menurut ketentuan syariat Islam 

sebagai berikut:35 

1. Shīgat (lafaz akad) 

 
34 Ibid. 
35 Abdul Anshori Ghafar, "Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan 

Implementasi" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). 119 
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2. Sya>rik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad 

Syirkah (Musya>rakah) 

3. His}s}ah adalah porsi atau bagian Sya>rik dalam kekayaan 

Musya>rakah yang bersifat musya’. 

4. Musya’ adalah porsi atau bagian Sya>rik dalam kekayaan 

Musya>rakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat 

ditentukan batas-batasnya secara fisik. 

5. Pokok pekerjaan, setiap perserikatan harus memiliki tujuan 

atau kerangka kerja yang jelas, serta dibenarkan menurut 

syariah. 

Pembiayaan Musya>rakah telah diatur di dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 tahun 2000, 

disana telah diatur secara rinci dari ketentuan pernyataan ijab, 

persyaratan subyek, obyek akad, dan biaya operasional dan 

persengketaan semuanya telah diatur secara rinci di fatwa tersebut.36 

Untuk Musya>rakah Mutanaqis}ah juga telah diatur dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73 tahun 

2008.37 

Akad yang terakhir sesuai pedoman pelaksanaan rumah sakit 

syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia ialah akad wakalah bi al-ujrah. Akad wakalah bi al-ujrah 

 
36 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 

tentang Pembiayaan Musyarakah 
37 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73 Tahun 2008  
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adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (ujrah).38 Konsep 

terjadinya akad wakalah bil-ujrah antara lain akad wakalah dengan 

akad Ijarah yaitu, dimana perpaduan akad wakalah tersebut nasabah 

sebagai pihak pembeli yang akan membeli suatu produk yang 

ditawarkan oleh bank, meminta bank untuk mewakilkan 

membelikan produk yang dibeli oleh nasabah tersebut dan setelah 

proses akad wakalah tersebut terlaksana, bank sebagai pihak yang 

menjual meminta suatu imbalan atau disebut juga fee ataupun ujrah 

kepada pihak nasabah sebagai pihak yang diwakilkan bank, yang 

ketentuan akad wakalah ini disebut dengan akad wakalah bi al-

ujrah.  

Hal ini juga telah diatur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 tahun 2002.39 

Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah yaitu harus 

dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh Wa>kil 

(pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang 

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum) maupun muwakkil (pihak yang memberikan 

kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum), Shīgat akad 

wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan 

 
38 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016, 11.  
39 Muhammad Farhan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang”, Skripsi Sarjana, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018 
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perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai 

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan terkait obyek wakalah ialah Wakalah bi al-ujrah 

hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum 

yang boleh diwakalahkan, obyeknya harus berupa pekerjaan atau 

perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh Wa>kil dan 

muwakkil, obyek tersebut harus dapat dilaksanakan oleh Wa>kil. Jika 

ada kesepakatan antara Wa>kil dan muwakkil maka boleh dibatasi 

jangka waktunya. Wa>kil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain 

atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil. 

Ujrah yang diberikan juga boleh berupa uang atau barang 

yang dapat dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundan-

undangan yang berlaku. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah pun harus 

jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus 

yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. 

Terkait pembayarannya boleh bertahap ataupun tunai atau tangguh 

sesuai dengan syariah, kesepakatan antara Wa>kil dan muwakkil dan 

apabila pada saat tertentu dikemudian harinya ujrah yang telah 

disepekati dapat ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima 

oleh muwakkil sesuai kesepakatan.40 

  

 
40 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113 Tahun 2017.  
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c. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 

Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah penting dan tidak 

bisa dengan mudah diabaikan, apalagi digugurkan. Bahkan 

beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di sebuah tempat 

yang tidak terdapat seorang mufti yang bisa dijadikan tempat 

bertanya tentang persoalan agama. 

Banyak negara mayoritas Islam yang telah berlandaskan 

agama Islam salah satu contohnya adalah Malaysia. Malaysia 

adalah negara federasi yang berlandaskan agama Islam, namun 

tetap memberi peluang bagi agama lain untuk dipraktekkan secara 

aman dan damai di seluruh bagian negara Federasi.41  

Kedudukan Fatwa di Malaysia apabila telah diwartakan42 

(diberitakan secara resmi atau dirilis) akan mengikat setiap orang di 

negeri (provinsi) berkenaan serta mengikat semua Mahkamah 

Syariah di negeri berkenaan. Akan tetapi suatu kenyataan yang 

dibuat oleh Mufti tidak boleh dianggap sebagai fatwa kecuali ia 

telah diwartakan. Walaupun Mufti diberikan wewenang mengubah, 

atau membatalkan fatwa apapun yang lebih dahulu dikeluarkan 

 
41 Konstitusi Federal, Bagian I Negara, Agama dan Hukum dari Federasi, Article 3 (1) 

berbunyi Islam is the relegion of the Federation; but other relegions may be practised in peace and 

harmony in any part of the Federation. 
42 Diberitakan secara resmi atau dirilis.  
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olehnya atau Mufti terdahulu apabila belum diwartakan maka tetap 

belum mengikat secara penuh.43  

Berbeda dengan Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat 

Islam mengenai masalah perekonomian dengan visi 

“Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi 

masyarakat serta misi menumbuh-kembangkan ekonomi syariah 

dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan 

bangsa.”44  

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dijadikan sebagai 

rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan 

menjadi rujukan wajib. Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang nomor 

21 tahun 2008 mewajibkan Peraturan Bank Indonesia untuk 

menuangkan fawa Majelis Ulama Indonesia tentang prinsip 

Syariah, Pasal 25 Undang – Undang  nomor 19 tahun 2008 

mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa Majelis 

Ulama Indonesia sebagai dasar penerbitan SBSN (Surat Berharga 

Syariah Negara), dan Pasal II angka 1 huruf a Undang – Undang 

nomor 1 tahun 2011 menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia 

sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggaraan seolah-olah dalam 

 
43 Isa Ansori, “Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei 

Darussalam dan Mesir)” 17 (2017): 137–66. 
44 Visi Misi DSN-MUI dikutip dari website https://dsnmui.or.id diakses pada tanggal 01 

Desember 2019 Pukul 00:06 WIB  

https://dsnmui.or.id/
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hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-

undangan.45 

d. Prinsip Rumah Sakit Syariah 

Pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip 

syariah sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – 

Majelis Ulama Indonesia No: 107/DSN-MUI/X/2016 karena 

masyarakat memerlukan penjelasan terkait pedoman 

penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah maka 

dari itu untuk mengoperasikan Rumah Sakit yang berdasarkan 

prinsip syariah harus merujuk kepada fatwa Dewan Syariah 

Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 yaitu dalam hal 

akad jika menggunakan akad maka sesuai dengan fatwal Dewan 

Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 

tentang al-ljarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik, Nomor 73/DSN-

MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 10/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 

52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada 

Asuransi dan Reasuransi Syariah.      

 
45 Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif 

Negara Hukum Pancasila,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2018): 448, 

https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 “Metodologi Penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau 

pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

“Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan 

dan menganalisis sampai menyusun laporannya.46Dalam penyusunan 

skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun 

skripsi ini adalah jenis Penelitian Lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif maksudnya melakukan suatu yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati dan 

perilaku yang diamati. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 di Rumah 

Sakit JIH Yogyakarta sesuai dengan kajian penelitian ini yang merupakan 

Rumah Sakit dengan menggunakan konsep syariah dalam sistem 

 
46 Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 

2012), 1. 
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pengelolaannya. Secara geografis Rumah Sakit JIH terletak di Jl. Ringroad 

Utara No.106, Perumnas Condong Catur, Condongcatur, Kec Depok, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, pada bulan Januari 

– Maret 2020. 

3. Informan Penelitian 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan data dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sebagai informan penelitian 

untuk mendapatkan data dalam karya ilmiah. 

Informan dari penelitian ini terbagi atas dua fokus yaitu informan 

utama yang meliputi Dewan Pengawas Rumah Sakit JIH Yogyakarta, 

Presiden Direktur Sakit JIH Yogyakarta, Kemudian untuk informan 

tambahan ialah Pasien Rumah Sakit JIH Yogyakarta, pendapat dosen, serta 

pendapat mahasiswa UII yang pernah melaksanakan pengobatan sebagai 

pasien di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan 

metode. Penelitian ini merupakan penelitiaan Lapangan, sehingga peneliti 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya 

adalah: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikostruksikan makna dalam topik 

tertentu. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada 

subjek penelitiaan dengan pedoman yang telah di buat.47 

b. Observasi 

Merupakan kegiatan mengkaji fakta-fakta dilapangan dalam mengamati 

proses pemberlakuan dan penerapan peraturan yang berlaku, dalam hal ini 

merupakan proses penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah JIH Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang telah disimpan atau diarsipkan. Dokumen-dokumen tersebut 

dapat berupa dokumen tertulis seperti surat, buku-buku dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 maupun 

dokumen yang berupa visual seperti foto dan video. 

5. Metode Keabsahan Data 

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah 

Teknik Triangulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuai yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.48 Denzin 

 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013). 
48 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012). 
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membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi 

dengan sumber dan triangulasi dengan metode.49 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan 

metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama.50 

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, penulis membandingkan 

hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan 

penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang 

didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat 

kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan 

melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data 

yang berbeda yakni wawancara, observasi, dokumentasi sehingga derajat 

kepercayaan dapat valid. 

  

 
49 Ibid hal 330 
50 Ibid hal 330 
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6. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh dari analisis 

di lapanngan adalah: 

a. Teknik yang pertama adalah Reduksi Data (Data Reduction) merupakan 

proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan cara menyaring 

data untuk mendapatkan data yang diperlukan yang selanjutnya 

digolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.  

b. Teknik yang kedua dalam suatu penelitian kegiatan Analisis Data (Data 

Analis) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Sebagai 

langkah terakhir untuk mendapatkan kesimpulan agar tujuan pokok 

permasalahan dalam suatu penelitian dapat dipecahkan. Dalam 

penelitian ini ada beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk 

mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini 

dengan melakukan analisis oleh peneliti, yaitu data-data yang berupa 

pedoman yang berlaku dalam penyelenggaran konsep Rumah Sakit 

syariah yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 106 Tahun 106 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Berdasarkan Konsep Syariah. Kemudian dari data-data tersebut peneliti 

akan melakukan analisis data yang telah diperoleh secara terperinci 

dengan menggabungkan teori-teori dan hasil pengamatan di lapangan 

yang relevan dengan kajian penelitian sesuai dengan tujuan dalam 
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penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan 

dapat dipahamai. 

c.  Penarikan Kesimpulan (Conclusion) merupakan proses analisis akhir 

dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan 

kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus masalah 

yang ada dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pandangan Rumah Sakit Syariah Menurut Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia 

Menurut ahli sejarah ekonomi, pelayanan rumah sakit di Indonesia 

telah dimulai sejak awal keberadaan VOC pada dekade ketiga abad XVII, 

sebagai suatu bagian dari usaha VOC. Selanjutnya, berdiri rumah sakit yang 

berbasis keagamaan dan organisasi, termasuk Islam. Tercatat 

berkembangnya isu tentang konsep rumah sakit berbasis syariah telah 

dimulai setidaknya sejak tahun 2010. Beriringan dengan isu tersebut, 

muncul pengkajian terkait kehalalan barang-barang medis perspektif Islam. 

Dunia mulai menyadari bahwa industri medis telah berkembang menjadi 

industri yang perputaran uangnya cukup deras dengan potensi ekonomi 

yang signifikan.51  

Di Indonesia, selama kurang-lebih 9 (sembilan) tahun belakangan, 

Asosiasi Rumah Sakit Islam telah berusaha merintis Rumah Sakit Syariah. 

Beberapa praktisi dan akademisi kesehatan bahkan telah membentuk 

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dengan 

standar seluruh aktivitas rumah sakit harus sesuai dengan syariah, 

meminjam konsep Imam Syatibi. Melalui MUKISI yang terbentuk ini 

permohonan fatwa diajukan kepada DSN-MUI pada tanggal 29 Juni 2015. 

 
51 Faizin, “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Syariah. ” 12 
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Rentetan penjelasan di atas menjadi pemantik bahwa pertimbangan Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan Fatwa 

Rumah Sakit Syariah dengan melandaskan keperluan masyarakat, 

tampaknya bukan pertimbangan yang ahistoris.  

Dapat ditangkap, keperluan masyarakat adalah alasan pertama 

dirumuskannya fatwa ini. Dalam lingkup kajian yuridis, telah diketemukan 

bahwa belum ada satu pun aturan yang menjadi payung hukum terkait 

rumah sakit syariah. Dengan kondisi masyarakat serta praktisi kesehatan 

yang sudah antusias terhadap isu ini, maka tidak dapat dihindari lagi, Fatwa 

Rumah Sakit Syariah pun hadir untuk mengisi kekosongan hukum, 

meskipun fatwa masih bersifat pedoman. Selain itu, fatwa ini juga sebagai 

salah satu bentuk perhatian Indonesia terhadap pergumulan sistem syariah 

dengan sektor jasa rumah sakit. 

Dalam hal penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menginisiasikan adanya 

pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah di Indonesia, setidaknya ada 

dua faktor yang mendorong terbentuknya fatwa Majelis Ulama Indonesia 

yang berkaitan dengan penyelengaraan rumah sakit syariah. Pertama, 

adanya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dalam 

aspek kehati-hatian khususnya dalam aspek ilmu medis. Kedua, adanya 

kekosongan hukum juga mendorong Majelis Ulama Indonesia 

mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit 
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syariah. Meskipun pada dasarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan 

hukum positif di Indonesia (peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku), namun selama ini fatwa Majelis Ulama Indoesia dijadikan sebagai 

pedoman utama dalam perkara kontemporer yang dijalankan oleh umat 

muslim di Indonesia.  

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa 

No.107 Tahun 2016 menerangkan bahwasanya Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional 

tidak mendefinisikan secara implisit terkait definisi rumah sakit syariah. 

Beberapa literatur ilmiah juga belum menunjukkan definisi Rumah Sakit 

Syariah secara rinci. Namun, apabila dipahami berdasarkan fatwa MUI 

terkait penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah maka dapat didefinisikan 

secara sederhana bahwa rumah sakit syariah adalah institusi layanan 

kesehatan yang dalam penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip 

syariah yang meliputi ketentuan terkait akad dan personalia hukum, 

ketentuan terkait pelayanan, ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, 

makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, ketentuan terkait 

penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit. 

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

penyelenggaraan rumah sakit syariah harus memenuhi unsur-unsur yang 
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tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 107 tahun 2016 di antaranya:  

 

A. Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum 

Latar belakang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia merumuskan poin ini berlandaskan:  

Q.S. al-Mai’dah (5) ayat 1 

أُحِلَّتْ لَكُم بََيِمَةُ الْنَْ عَامِ إِلََّ    ۚ   يََ أيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِِلْعُقُودِ   ۞
لَىٰ عَلَيْكُمْ غَيَْْ مُُِلِ ي الصَّيْدِ وَأنَتُمْ حُرُم   إِنَّ الِلََّ يََْكُمُ مَا يرُيِدُ  ۚ   مَا يُ ت ْ

[٥:١ ]  
Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuuhilah akad-akad. 

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”52 

 

 

Adapun akad-akad yang digunakan dalam 

penyelenggaraan rumah sakit syariah menurut fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ialah:  

1. Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan 

adalah akad Ijarah atas jasa pelayanan kesehatan; 

 
52 Tim Penerjemah Al-qur’an UII, Al-qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),  
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Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (Musta'jir), dan 

Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa (A<jir) 

2. Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah 

akad Ijarah; Rumah Sakit sebagai pemberi jasa 

(A<jir), dan Pasien sebagai pengguna jasa (Musta 

'jir), dalam upaya pengobatan penyakit yang 

dialami pasien. 

3. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat 

Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium 

(selanjutnya disebut Pemasok) dapat berupa: 

a. Akad Ijarah; Rumah Sakit sebagai penyewa 

(musta'jir), dan pemasok sebagai pihak yang 

menyewakan (mu'jir); 

b. Akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik; akad 

sewa yang diakhiri dengan pemindahan 

kepemilikan barang sewa dari mu 'jir kepada 

musta 'jir; 

c. Akad Ba>i’; Rumah Sakit sebagai pembeli 

(musytari), dan pemasok sebagai penjual 

(Ba>i’); 

d. Akad Mud}a>rabah; Rumah Sakit sebagai 

pengelola (Mud}a>rib), dan pemasok sebagai 

pemilik modal (S}a>hib al-Ma>l); atau 
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e. Akad Musya>rakah Mutanaqis}ah; rumah sakit 

dan pengelola menyatukan modal usaha dan 

porsi kepemilikan modal pemasok berkurang 

karena pemindahan kepemilikan modal 

kepada rumah sakit secara bertahap. 

 

4. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat 

berupa: 

a. Akad Ba>i’; rumah sakit sebagai pembeli 

(musytari), dan pemasok obat sebagai penjual 

(ba'i'), baik secara tunai, angsuran, maupun 

tangguh; atau 

b. Akad wakalah bi al-ujrah; Rumah Sakit 

sebagai Wa>kil, dan pemasok obat sebagai 

pemberi kuasa (muwakkil) untuk menjual 

obat kepada pasien. 

Dalam pelaksaan akad-akad diatas Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman 

melalui fatwa Nomor 107 tahun 2016 yaitu: 

1. Dalam hal para pihak menggunakan akad Ijarah, 

maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah yang 

terdapat dalam fatwa DSN-MUl Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 



48 
 

 
 

 

2. Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, 

maka berlaku ketentuan dan syarat akad jual-beli 

yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 

04/DSN-MUIIIV/2000 tentang Murabahah. 

3. Dalam hal para pihak menggunakan akad al-Ijarah 

Muntahiyyah bi al-Tamlik, maka berlaku ketentuan 

dan syarat akad Ijarah Muntahiyyah bi al-Tamlik 

yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 

27IDSN-MUIIIII12002 tentang al-ljarah al-

Muntahiyyah bi al-Tamlik. 

4. Dalam hal para pihak menggunakan akad 

Musya>rakah Mutanaqis}ah, maka berlaku ketentuan 

dan syarat akad Musya>rakah Mutanaqis}ah yang 

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor73/DSN-

MUIIXII2008 tentang Musya>rakah Mutanaqis}ah. 

5. Dalam hal para pihak menggunakan akad 

Mud}a>rabah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad 

Mud}a>rabah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI 

Nomor 07/DSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan 

Mud}a>rabah (Qirad}). 

6. Dalam hal para pihak menggunakan akad Wakalah bi 

al-Ujrah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad 

Wakalah bi al-Ujrah yang terdapat dalam substansi 
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fatwa DSN-MUI Nomor IO/DSN-MUI/IV12000 

tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 

52/DSN-MUTlIII12006 tentang Akad Wakalah bil 

Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 

 

B. Ketentuan terkait Pelayanan 

Latar belakang Dewan Syariah Nasional merumuskan ini ada 

pada Q.S. Ali ‘Imran (3) ayat 159 : 

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنفَضروا مِنْ   ۚ   فبَِمَا رَحْْةٍَ مِ نَ الِلَِّ لنِتَ لََمُْ 
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الَْمْرِ   ۚ   حَوْلِكَ  فإَِذَا عَزَمْتَ    ۚ   فاَعْفُ عَن ْ

لِيَ ]إِنَّ الِلََّ يَُِبر الْمُتَ وَ  ۚ   فَ تَ وكََّلْ عَلَى الِلَِّ   [٣:١٥٩كِ 
Artinya: 

 “Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka, 

sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan 

menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi 

mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang sesuatu 

persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk me-lakukan 

sesuatu, bertawakllah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada 

orang-orang yang bertawakal.”53 

 

Q.S. al-Ma’idah (5) ayat 2: 

 وَلََ الَْدَْيَ يََ أيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُُِلروا شَعَائرَِ الِلَِّ وَلََ الشَّهْرَ الْْرََامَ 
مْ وَرِضْوَانً وَلََ الْقَلَئِ  تَ غُونَ فَضْلً مِ ن رَّبَِِ    ۚ   دَ وَلََ آمِ يَ الْبَ يْتَ الْْرَاَمَ يَ ب ْ

وَلََ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ أَن صَدروكُمْ عَنِ  ۚ   وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا

 
53 Tim Penerjemah Al-qur’an UII, Al-qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),   
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وَلََ تَ عَاوَنوُا    ۚ   اوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوَىٰ تَ عَ وَ   ۚ   الْمَسْجِدِ الْْرَاَمِ أَن تَ عْتَدُوا
ثِْ وَالْعُدْوَانِ   [٥:٢إِنَّ الِلََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ] ۚ   وَات َّقُوا الِلََّ  ۚ   عَلَى الِْْ

Artinya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”54 

 

Q.S. al-Tawabah (9): ayat 105: 

وَسَتَُدَرونَ إِلََٰ  ۚ   وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَْىَ الِلَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
 [٩:١٠٥نَبِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ ]الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَ ي ُ  عَالِِ 

Artinya: 

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah, 

niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan 

melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada 

(Dia) Yang Maha mengetahaui yang ghaib dan yang nyata, 

kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian 

kerjakan.”55 

 

 Berdasarkan ayat-ayat di atas Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia menggariskan beberapa aturan terkait 

ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 tahun 

2016 yaitu: 

 
54 Ibid  
55 Ibid 
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1. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) wajib memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. 

2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway 

dan atau standar pelayanan yang berlaku. 

3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, 

dan agama. 

4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap 

amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha 

untuk memberikan pelayanan yang transparan dan 

berkualitas. 

5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan 

kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang 

akan dibebankan kepada pasien. 

6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan 

konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan 

untuk kesembuhan pasien. 

7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi 

semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah 

Sakit. 
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8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien 

wajib mewujudkan akhlak karimah. 

9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan 

maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan 

dengan Syariah. 

10.  Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. 

11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa 

Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah 

hukum Islam kontemporer bidang kedokteran.  

12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara 

ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain 

terkait ketentuan tata cara bersuci dan salat bagi yang 

sakit). 

13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar 

kebersihan Rumah Sakit.  

sesuai dengan Q.S. al-Muddaththir (74) ayat  4  

[٧٤:٤رْ ]وَثيَِابَكَ فَطَهِ    

 Artinya: 

“dan bersikanlah pakaianmu,”56 

  

 
56 Ibid  
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C. Ketentuan terkait Penggunaan Obat-Obatan, Makanan, 

Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan 

Penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, 

dan barang gunaan perlu diatur dikarenakan apabila pasien 

menggunakan sesuatu produk yang tidak berlabel halal maka 

akan banyak keburukan yang diterima oleh pasien tersebut. 

Sesuai Q.S. al-Baqarah (2) ayat  168 

طُوَاتِ  ا فِ الَْرْضِ حَلَلًَ طيَِ بًا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُ يََ أيَ رهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّ 
 [٢:١٦٨إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مربِي  ] ۚ   الشَّيْطاَنِ 

 

Artinya: 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal 

dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu 

musuh yang nyata bagimu.”57 

 

 Adapun ketentuan yang telah diatur oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa 

Nomor 107 tahun 2016 yaitu : 

1. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, 

makanan, minuman, kosmetika, dan barang 

gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); 

 
57 Ibid  
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2. Apabila obat yang digunakan belum mendapat 

sertifikat Halal dari MUl, maka boleh 

menggunakan obat yang tidak mengandung unsur 

yang haram;  

3. Dalam kondisi terpaksa (ḍharūrah), penggunaan 

obat yang mengandung unsur yang haram wajib 

melakukan prosedur informed consent.58 

 

 

 

  

 
58 Informed consent atau persetujuan Medik adalah persetujuan yang diberikan oleh 

pasien sesuai dengan pasal 1 (a) Permenkes RI Nomor 585/MEN.KES/PER/X/1989 Di mana pasal 

1 (a) menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik (informed consent) adalah persetujuan yang 

diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan 

dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku 

dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang 

disebut hubungan dokter-pasien. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585 

tahun 1989)  
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D. Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan 

Pengembangan Dana Rumah Sakit 

Lembaga keuangan yang tidak menerapkan konsep syariah patut 

dikhawatirkan pelaksaannya memuat hal-hal yang 

berseberangan dengan Islam seperti riba, ketentuan ini dibuat 

berdasarkan Q.S. Ali Imron (3) : 130 

وَات َّقُوا الِلََّ لَعَلَّكُمْ   ۚ   يََ أيَ رهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا الرِ بَِ أَضْعَافاً مرضَاعَفَةً 
 [٣:١٣٠ ]تُ فْلِحُونَ 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan..”59 

 

 

 Untuk menjamin penempatan keuangan tersebut 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

meneribatkan fatwa Nomor 107 tahun 2016 yang berisi 

berapa hal berikut: 

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga 

Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan 

rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga 

pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana 

pensiun; 

 
59 Tim Penerjemah Al-qur’an UII, Al-qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991) 
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2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana 

dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip Syariah; 

3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana 

pada kegiatan usaha dan/atau transaki keuangan 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

 Syariah.  

4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan 

pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan 

wakaf.60 

 

  

 
60 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 107 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, 14 
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B. Pandangan Rumah Sakit Syariah menurut Rumah Sakit JIH 

 

Rumah Sakit JIH Yogyakarta memiliki visi Terwujudnya Rumah 

Sakit “JIH” Yogyakarta sebagai rumah sakit raḥmatan li al-’ālamīn melalui 

komitmen pada layanan kesehatan bertaraf internasional berdasarkan nilai-

nilai Islam.61 Untuk menunjang dan mensosialisasikan terkait rumah sakit 

berprinsip Syariah JIH sering mengadakan kajian dalam bentuk seminar 

nasional. JIH juga mendapatkan sertifikat gizi halal beberapa kali.62 JIH 

telah menerapkan konsep Syariah sejak awal berdirinya bahkan sebelum 

adanya fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No 107 Tahun 2016. Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit yang 

menerapkan prinsip-prinsip Syariah, maka Rumah Sakit JIH menyusun 

pedoman penyelenggaraan secara mandiri dengan mengacu kepada Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia tentang Bank Muamalat serta merujuk kepada 

pedoman yang digunakan oleh Rumah Sakit Syariah yang ada di Malaysia.63  

Setelah fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 muncul, Pihak manajemen Rumah Sakit 

JIH mencoba mengimplementasikan pedoman yang diatur dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional tersebut dengan berupaya untuk memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud 

 
61 Visi Misi Rumah Sakit “JIH” dikutip dari http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-

perusahaan diakses pada tanggal 7 November 2019 jam 00.29 WIB 
62 Wawancara dengan  Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
63 Ibid  

http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-perusahaan
http://www.rs-jih.co.id/pages/profil-perusahaan
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tanggung jawab atas adanya kebijakan sertifikasi yang dilakukan oleh 

Majelis Ulama Indonesia baru dapat dilaksanakan apabila sebuah rumah 

sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengimplementasikan 

pedoman sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

sebagai tolak ukur mutu sebuah Rumah Sakit Syariah. Dengan adanya usaha 

pemenuhan syarat-syarat sebagai rumah sakit yang menerapkan prinsip-

prinsip syariah saat ini Rumah Sakit JIH dinobatkan sebagai Rumah Sakit 

Syariah dengan Terakreditasi Paripurna oleh KARS.64 

Penerapan Konsep Syariah yang ada di Rumah Sakit JIH yang 

sangat menonjol ialah yang berkaitan dengan sumber daya insani.65 JIH 

mempunyai standar-standar yang harus diikuti oleh seluruh pegawai tetap 

dan sesuai pedoman insani yang diberikan. JIH juga mempunyai slogan 

terkait pedoman perilaku yang disingkat AMPUH, Amanah di dalam 

Melayani dengan Professional yang Unggul dan dilakukan dengan 

Harmoni. Amanah yang dimaksud menerapkan nilai-nilai yang ada dalam 

pedoman perilaku sebagaimana termaktub dalam 80 standar perilaku yang 

harus dipenuhi oleh pelayan kesehatan yang disertai dengan teknologi yang 

unggul. 66 

 
64 “Milad Ke 11 Rumah Sakit “JIH” Terakreditasi Paripurna KARS” dalam  https://rs-

jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jihterakreditasi-paripurna-kars diakses pada Senin, 16 

Maret 2020, pukul 01:28 WIB 
65 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
66 Ibid  

https://rs-jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jihterakreditasi-paripurna-kars
https://rs-jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jihterakreditasi-paripurna-kars
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Menurut Dewan Pengawas Syariah JIH Konsep Syariah yang paling 

menonjol dari Rumah Sakit JIH ada beberapa hal, diantaranya ialah 

Tayamum Pad yang berfungsi apabila pasien tidak bisa melakukan wudhu. 

Selain itu, Rumah Sakit JIH juga menyediakan Kitab Suci Al-qur’an yang 

ada pada setiap kamar rawat inap di Rumah Sakit JIH. Nilai-nilai Islam amat 

terasa dalam pelayanan Rumah Sakit JIH sebagai Rumah Sakit Syariah 

melalui pelayanan yang modern dengan konsep hospitality67 yaitu 

pelayanan modern. 

Dalam hal Rumah Sakit JIH melakukan edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat, pihak Rumah Sakit JIH tidak semata-mata secara 

persuasif mengedukasi dan mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait 

dengan penerapan prinsip Syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan 

Rumah Sakit Syariah di JIH. Edukasi dan sosialisasi masyarakat dilakukan 

melalui pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, seperti adanya 

pelayanan pasien laki-laki yang dilayani oleh perawat laki-laki, begitu pula 

pasien perempuan yang dilayani oleh perawat perempuan. Dalam keadaan 

tertentu, apabila terjadi pelayanan antara pasien dan tenaga medis yang 

berlawanan jenis kelamin maka dalam melakukan perawatan harus 

didampingi oleh pihak keluarga pasien. Hal ini selaras dengan adanya 

prinsip kehati-hatian dalam Islam. Rumah Sakit JIH juga memiliki masjid 

 
67 Sesuai wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH, maksud dari 

hospitality ialah konsep yang dianut oleh pebisnis perhotelan. Jadi Rumah Sakit JIH disini 

membungkus semuanya dengan pelayanan yang menyerupai hotel dan tidak menampakkan sisi 

Rumah Sakit pada umumnya yang berbau obat dan sebagainya. 
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yang rutin digunakan untuk salat berjamaah 5 waktu karena jam salat sangat 

diperhatikan di Rumah Sakit JIH. Masjid Rumah Sakit JIH ini juga rutin 

mengadakan kajian-kajian fikih. Air yang mengalir untuk berwudhu di 

Rumah Sakit JIH juga dijamin kesuciannya.68 

Manajemen Rumah Sakit JIH juga wajib menganjurkan pasien 

muslim agar melaksanakan ibadah sesuai ketentuan walaupun dalam 

keadaan sakit, karena hal ini masuk ke dalam salah satu standar pelayanan 

yang ada di Rumah Sakit JIH. Sesuai visi Rumah Sakit JIH yaitu sebagai 

Rumah Sakit yang raḥmatan li al-’ālamīn tentunya Rumah Sakit JIH tidak 

hanya melayani umat muslim saja. Bagi non muslim akan merasakan juga 

keramahan dan kesopansantunan pelayanan yang diberikan oleh pihak 

Rumah Sakit JIH.69 

Tidak semua tenaga medis yang ada di Rumah Sakit JIH harus 

beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan masih belum tersedianya 

kompetensi tenaga medis yang dibutuhkan dengan latar belakang muslim. 

Namun, tenaga medis non muslim hanya diperbolehkan untuk posisi dokter, 

yang meliputi dokter umum, dokter spesialis ataupun dokter sub spesialis. 

Meskipun demikian, tenaga medis non muslim tetap harus menaati segala 

peraturan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit JIH dalam penyelenggaraan 

rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Saat ini hanya ada 

satu dokter yang memiliki latar belakang non muslim. Beliau adalah dokter 

 
68 Ibid 
69 Ibid 
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tamu yaitu dokter sub spesialis, bukan dokter tetap yang ada di Rumah Sakit 

JIH.70 

Dalam hal menerapkan prinsip-prinsip Syariah di Rumah Sakit JIH 

tidak terdapat kendala yang berarti. Namun, adanya perbedaan pendapat 

ataupun pandangan terkadang terjadi dalam memutuskan kebijakan yang 

akan diterapkan. Perbedaan pendapat tersebut justru sering terjadi di antara 

Dewan Pengawas Syariah yang baru dengan manajemen Rumah Sakit 

JIH.71 

Dalam menerapkan prinsip Syariah, yang sangat memerlukan 

perhatian sangat khusus adalah pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan 

dengan adanya ketentuan dalam Islam bahwa dalam konsep Syariah segala 

transaksi harus terhindar dari riba. Dengan demikian, pengelolaan yang 

diterapkan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit JIH menggunakan sistem 

terpadu. Dalam artian semua keuangan yang berasal dari biaya pengobatan 

pasien akan dihimpun menjadi satu, kemudian akan dialokasikan dan 

didistribusikan ke setiap pos-pos keuangan, seperti biaya operasional, biaya 

obat-obatan, jasa dokter dan lain sebagainya.72 

Suatu akad tidak terlepas dalam penyelenggaraan mu’a>malah 

Rumah Sakit Syariah. Hal tersebut selaras dengan yang diterapkan dalam 

 
70 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
71 Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020  
72 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
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pelayanan Rumah Sakit JIH. Terdapat beberapa akad yang ada, yang 

bergantung pada pelaku dan jenis transaksi yang dilakukan. Adapun akad 

yang ada di Rumah Sakit JIH diantaranya adalah:  

1. Akad Ijarah yang ada di Rumah Sakit JIH yaitu; antara rumah 

sakit dengan tenaga kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan, 

kemudian akad antara rumah sakit dengan pasien, antara rumah 

sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat 

laboratorium;  

2. Akad Ijarah muntahiyah bi al-tamlik, apabila rumah sakit 

sebagai penyewa dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan, 

akan tetapi dapat juga berupa akad sewa yang diakhiri dengan 

pemindahan kepemilikan barang sewa dari mu’jir kepada 

musta’jir,  

3. Akad Ba>i’ yaitu rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok 

sebagai penjual,  

4. Akad Mud}a>rabah; rumah sakit sebagai pengelola dan, pemasok 

sebagai pemilik modal 

5.  Akad Musya>rakah Mutanaqis}ah; rumah sakit dan pengelola 

menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok 

berkurang karena pemindahan kepemililkan modal kepada 

rumah sakit secara bertahap. 
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6.  Kemudian akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat 

dapat berupa: akad Ba>i’ dan akad wakalah bi al-ujrah.73  

 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit 

Syariah pada ketentuan Pelayanan nomor 6, Rumah Sakit wajib 

memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai 

kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Pada praktiknya, Rumah Sakit JIH 

menawarkan bimbingan rohaniawan yang muslim kepada para pasien 

Rumah Sakit JIH. Pasien Rumah Sakit JIH juga mendapatkan assessment 

seberapa kebutuhan kerohaniawannya, dan juga dibimbing terkait doa untuk 

orang yang sakit, tentang bersuci ketika tidak bisa terkena air atau untuk 

orang sakit. manajemen RS JIH mempunyai timnya sendiri untuk mengurus 

hal-hal tersebut. Contoh pendampingan, jika ada pasien yang kesulitan 

berwudhu maka Rumah Sakit akan mendampingi penggunaan tayamamum 

pad, dan apabila ada pasien yang beranggapan apabila sakit atau sedang 

memikul najis yang banyak tidak boleh salat maka dari pihak Rumah Sakit 

JIH akan memberikan penjelasan tentang keharusan salat walaupun tidak 

bisa membersihkan najis. 74 Untuk pasien non muslim akan mendapatkan 

konsultasi keagamaan yang berkompeten melalui kementerian agama.75  

 
73  Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
74 Ibid  
75 Ibid  
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Dalam menerapkan kebijakan rawat inap bagi kelas dua dan tiga 

khususnya yang dimana dalam satu kamar rawat inap dihuni oleh lebih dari 

satu pasien maka akan dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis 

kelamin. Hal ini sesuai dengan pedoman yang ada serta untuk memudahkan 

tenaga medis yang akan melayani juga akan disesuaikan dengan jenis 

kelamin pasien. 76 

Kewajiban setiap muslim tidak terlepas dari hal ibadah, dimana 

dalam memberikan pedoman yang berkaitan dengan ibadah khususnya bagi 

muslim yang sakit, maka Rumah Sakit JIH memberikan pedoman dalam 

sebuah buku-buku kecil yang meliputi edukasi fikih untuk ibu melahirkan, 

bimbingan doa, serta doa-doa harian bagi pasien khususnya pasien rawat 

inap. Selain melalui buku saku, untuk pasien dengan pelayanan rawat jalan 

maka akan ada beberapa pedoman dalam bentuk brosur dan beberapa 

edukasi yang ditayangkan melalui TV LED yang berada di dalam lift. 77 

Standar kebersihan di Rumah Sakit JIH dilaksanakan oleh pihak ke 

3 jasa kebersihan, namun pelaksaannya di bawah monitor bidang 

housekeeping Rumah Sakit JIH. Untuk pelayanan kebersihannya juga tidak 

memonopoli hanya dari satu penyedia jasa, akan tetapi dibuka secara umum 

dan dipilih sesuai standarnya. Setelah terpilih pun masih dibagi beberapa 

ruangan untuk penyedia jasa A, dan beberapa ruangan untuk penyedia jasa 

 
76  Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
77  Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
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B dan dikompetisikan agar para pihak penyedia jasa berlomba-lomba untuk 

kebersihannya tersebut.78 

Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional terkait Penggunaan Obat-

obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan, di poin satu 

menjelaskan bahwa Rumah Sakit Wajib menggunakan obat-obatan, 

makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah 

mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); akan tetapi 

pada poin dua dan tiga adalah keringanan untuk menggunakan obat-obatan 

yang belum mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

apabila dalam keadaan tertentu yang sifatnya genting atau memaksa. Maka 

dari itu Rumah Sakit JIH telah mengupayakan secara maksimal untuk 

memperoleh obat-obatan yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Namun, disisi lain di Indonesia masih banyak 

obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan belum memiliki sertifikasi 

halal.79 

Dalam penggunaannya, manajemen Rumah Sakit JIH selalu 

meminta izin kepada pasien terkait obat yang belum ada sertifikat halalnya, 

misalkan obat untuk jantung tapi ada yang dalam beberapa kondisi tertentu 

harus memakai obat tersebut maka ditawarkan ke pasien yang bersangkutan. 

80Rumah Sakit JIH sangat selektif terhadap produk-produk yang digunakan 

 
78 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
79 Ibid   
80 Ibid  
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kaitannya dengan sertifikasi halal yang telah diperoleh, contohnya saja 

detergen laundry semuanya harus sudah mendapatkan sertifikat halal, tidak 

hanya makanan.81 

Dalam hal pengelolaan keuangan pihak manajemen Rumah Sakit 

JIH telah mengupayakan sejauh mungkin untuk menggunakan bank 

Syariah, contohnya sekarang menggunakan Bank Mandiri Syariah, 

sebelumnya juga Rumah Sakit JIH bekerjasama dengan Bank Muamalat 

untuk dana deposit manajemen Rumah Sakit JIH menggunakan BDP 

Syariah, BCA Syariah, tetapi untuk pasien secara keseluruhan belum semua 

menggunakan bank Syariah. Apabila Rumah Sakit JIH mendapatkan bunga 

dari bank tertentu yang bukan Syariah, bunga tersebut tidak digunakan 

sebagai pendapatan operasional, melainkan diberikan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan sebagai dana sosial.82 

Indikator yang tidak kalah penting dalam penerapan prinsip Syariah 

pada sebuah Rumah Sakit adalah kondisi makanan yang berada di kantin 

Rumah Sakit semua kantin yang ada di Rumah Sakit JIH belum memiliki 

sertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan pengelolaan kantin bekerjasama 

dengan UMKM yang merupakan usaha rumahan atau rintisan dengan 

penghasilan rendah sehingga belum siap untuk melakukan proses sertifikasi 

halal terhadap makanan-makanan yang dijual. Walaupun begitu Dewan 

 
81 Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
82 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
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Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH selalu mengontrol bahan makanan 

kantin tersebut.83 

Sesuai dengan jobdesc Dewan Pengawas Syariah mengawasi 

konsep Syariah di JIH dan memberikan opini Syariah. Saran yang pertama 

mereka tawarkan ialah rekomendasi jam operasi yang tidak boleh 

berbenturan dengan waktu salat. Yang kedua terkait makanan yang mubazir, 

makanan internal yang pada awalnya tidak diambil dan menjadi sisa apabila 

diberikan kepada orang saat sore hari maka makanan itu sudah tidak baik. 

Maka Dewan Pengawas Syariah menyarankan agar didata dari awal dan 

pegawai akhirnya bisa memesankan dengan menginfakannya seikhlasnya 

dan tidak harus membuat makanan di rumah tapi mendapatkan makanan 

dengan biaya yang terjangkau.84 

Budaya di Rumah Sakit JIH harus dijalankan oleh siapapun yang 

berkerja sama dengan JIH tidak terlepas oleh pihak ke 3. Vendorpun juga 

harus memenuhi standar Syariah, contohnya memulai dan mengakhiri 

pekerjaan menggunakan doa, hal inilah yang disarankan oleh Dewan 

Pengawas Syariah85. Bentuk Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah 

ialah setiap satu pekan sekali mereka rutin ke Rumah Sakit JIH, disamping 

pekerjaan Dewan Pengawas Syariah yang utama ialah dosen mereka tetap 

 
83 Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020  
84 Ibid  
85 Ibid  
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memberikan satu hari full untuk standby di rumah Sakit apabila ada 

permasalahan terkait Syariah.86 

Selain pelayanan rumah sakit syariah berdasarkan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Rumah Sakit JIH Yogyakarta 

juga memberikan pelayanan syariah di luar pedoman fatwa tersebut. 

Pertama, Rumah Sakit JIH Yogyakarta memberikan fasilitas jaminan 

kesucian air yang ada di rumah sakit untuk digunakan. Jaminan air tersebut 

berada di tempat-tempat wudhu yang ada di lingkungan Rumah Sakit JIH 

Yogyakarta. Kedua, dalam melakukan tindakan medis baik dokter maupun 

perawat tidak boleh menjalankan visit ataupun operasi yang bertepatan pada 

waktu salat wajib.87 

  

 
86 Ibid  
87 Ibid  
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C. Kesesuaian Aplikasi Prinsip Rumah Sakit Syariah di JIH dengan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 

Tahun 2016  

 

Dalam menjalankan Rumah Sakit Prinsip Syariah ada indikator dari 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 107 Tahun 2016 

yang harus dipenuhi. Rumah Sakit JIH telah mendapatkan akreditasi rumah 

sakit yaitu PARIPURNA yang proses pelaksanaan Akreditasi KARS 

berlangsung pada 17 sampai dengan 19 Oktober 2017.88 Setelah 

mendapatkan akreditasi rumah sakit baru dapat mengajukan kesesuaian 

rumah sakit syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia dan harus memenuhi indikator-indikator yang diberikan oleh 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun indikator yang 

terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit 

berdasarkan prinsip syariah meliputi empat aspek yang dapat dianalisis 

dalam penerapannya di Rumah Sakit JIH Yogyakarta.  

1. Akad & Personalia Hukum 

Dalam mengimplementasikan akad-akad yang digunakan di 

Rumah Sakit JIH Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan 

sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

 
88  “Milad Ke 11 Rumah Sakit “JIH” Terakreditasi Paripurna KARS” dalam  https://rs-

jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jihterakreditasi-paripurna-kars diakses pada Senin, 16 

Maret 2020, pukul 01:28 WIB 

https://rs-jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jihterakreditasi-paripurna-kars
https://rs-jih.co.id/readmore/milad-ke-11-rumah-sakit-jihterakreditasi-paripurna-kars
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Indonesia nomor 107 tahun 2016. Adapun akad-akad yang 

digunakan sesuai pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau 

perikatan, dimana semua akad yang digunakan berbeda-beda 

dan dilaksanakan sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 

tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan 

prinsip syariah. Akad yang digunakan meliputi Akad Ijarah 

(Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dengan 

Pasien,  Rumah Sakit dengan Distributor Alat Kesehatan), Akad 

Ijarah muntahiyah bii al-tamlik (Rumah Sakit dengan 

Distributor Alat Kesehatan), Akad bai (Rumah dengan 

Distributor Alat Kesehatan, Rumah Sakit dengan Distributor 

Obat), Akad Mud}a>rabah (Rumah Sakit dengan Distributor Alat 

Kesehatan), Akad Musya>rakah Mutanaqis}ah (Rumah Sakit 

dengan Distributor Alat Kesehatan), Akad wakalah bi al-ujrah 

(Rumah Sakit dengan Pemasok Obat).89 

2. Ketentuan terkait Pelayanan 

Dalam aspek pelayanan pada rumah sakit yang 

menerapkan prinsip syariah ada beberapa aspek yang dipenuhi 

dalam hal ini analisis tertuju pada implementasi yang telah 

dilakukan oleh Rumah Sakit JIH Yogyakarta yang berpedoman 

 
89 Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020  
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pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Implementasi aspek-aspek 

tersebut di antaranya adalah pertama, sikap amanah, santun dan 

ramah yang tertuang dalam slogan Rumah Sakit JIH yakni 

AMPUH (Amanah di dalam Melayani dengan Professional yang 

Unggul dan dilakukan Harmoni). Slogan tersebut harus 

dilaksanakan oleh seluruh direksi dan tenaga medis Rumah Sakit 

JIH. 90 

Kedua, dalam hal mengedepankan aspek keadilan, dan 

transparansi Rumah Sakit JIH memberikan keterangan 

khususnya dalam rincian biaya pelayanan medis kepada pasien 

secara transparan dengan menunjukkan seluruh indikator biaya 

jasa yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Hal ini 

menunjukkan selain adanya transparansi biaya yang dikeluarkan 

oleh pasien maka akad yang dilakukan oleh pasien dan rumah 

sakit dapat terpenuhi secara jelas karena terhindar dari transaksi 

yang mengandung unsur gara>r dan riba.91 

Ketiga, dalam hal pelayanan dan konsultasi spiritual 

keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 

Rumah Sakit JIH menerapkan pedoman tersebut dengan sebuah 

program bimbingan kerohanian kepada pasien yang dilakukan 

 
90 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020  
91 Ibid. 
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oleh tokoh agama dengan persetujuan pasien. Hal tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan keimanan pasien kepada 

Tuhan.92 

Keempat, dalam hal menghindarkan diri dari perbuatan 

maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah Rumah 

Sakit JIH mengimplementasikan dengan adanya pemisahan 

kamar bagi pasien sesuai dengan jenis kelamin. Selain itu tenaga 

medis yang mendampingi yakni perawat disesuaikan dengan 

jenis kelamin pasien rawat inap,93akan tetapi dari hasil 

wawancara beberapa pasien ada yang belum mendapatkan 

pelayanan tersebut dikarenakan keadaan Rumah Sakit yang 

sibuk.94Dalam hal pelayanan rawat, jalan tenaga medis yang 

mendampingi belum disesuaikan dengan jenis kelamin pasien 

hal ini terjadi karena pihak Rumah Sakit JIH dalam pengelolaan 

sumberdaya manusia belum memiliki skema yang sistematis 

sehingga dalam merealisasikannya belum maksimal.95  

Kelima, Dalam hal adanya Dewan Pengawas Syariah 

Rumah Sakit JIH juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai 

 
92 Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
93 Wawancara dengan Sarach Respilia S (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) 

di Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2020  
94  Wawancara dengan Nada Sari (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di 

Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020 
95 Wawancara dengan Bayu Mogana Putra (pasien rawat inap dan rawat jalan Rumah 

Sakit JIH Yogyakarta) di Yogyakarta, tanggal 7 Maret 2020 
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dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahkan Dewan 

Pengawas Syariah tersebut sudah ada sebelum adanya fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu 

Rumah Sakit JIH memiliki komite Syariah yang berwenang 

untuk meningkatkan dan mengembangkan prinsip syariah yang 

diterapkan Rumah Sakit JIH.96 

Keenam, Dalam hal Panduan terkait tatacara ibadah yang 

wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata 

cara bersuci dan salat bagi yang sakit) dalam aplikasinya Rumah 

Sakit JIH menyediakan tayamum pad untuk pasien rawat inap 

yang tidak bisa bersuci dengan air. Memberikan buku pedoman 

yang berisi tentang Edukasi fikih untuk ibu melahirkan, 

bimbingan doa-doa.97 

Ketujuh, dalam hal standar kebersihan Rumah Sakit JIH 

memiliki standar kebersihannya sendiri dengan berkerjasama 

dengan pihak kedua (vendor housekeeping). Kebersihan kamar 

untuk pasien rawat inap pun dijaga sebanyak dua kali sehari.98 

Kebersihan bangunan Rumah Sakit dibagi dan dijadikan sebuah 

 
96 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
97 Wawancara dengan Nada Sari (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di 

Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020 
98 Wawancara dengan Anita Zahra (pasien rawat inap Rumah Sakit JIH Yogyakarta) di 

Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020  
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kompetisi untuk pihak vendor housekeeping agar tetap menjaga 

kebersihannya secara rutin.99 

3. Pengunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan 

Barang Gunaan 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia menyatakan bahwa rumah sakit mewajib 

menggunakan barang halal serta telah mendapat sertifikat Halal 

dari Majelis Ulama Indonesia. Namun dalam penjelasan 

selanjutnya terdapat kelonggaraan apabila obat tersesbut belum 

mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia maka 

boleh menggunakan obat tersebut dengan catatan obat tersebut 

tidak mengandung unsur haram, dan apabila dalam keadaan 

terpaksa maka boleh obat tersebut dikonsumsi dengan prosedur 

informed consent. 

Dalam hal ini Rumah Sakit JIH telah menggunakan obat 

yang halal, akan tetapi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

belum bisa menyediakan semua obat-obatan yang bersertifikat 

Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk obat-obatan yang 

mengandung unsur haram maka Rumah Sakit JIH meminta 

persetujuan terlebih dahulu kepada pasien karena apabila tidak 

 
99 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020   
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menggunakan tersebut maka akan berdampak lebih besar 

bahkan kematian100.  

Dalam hal kehalalan makanan kantin di Rumah Sakit JIH 

menurut Presiden Direktur Rumah Sakit JIH kantin Rumah Sakit 

JIH belum memiliki sertifikat halal dikarenakan kantin tersebut 

termasuk dalam UMKM101 dan untuk mendapatkan sertifikasi 

Halal dari Majelis Ulama Indonesia sangat sulit dan berbiaya 

mahal. Walau begitu Dewan Pengawas Syariah sendiri sudah 

mengontrol semua makanan di kantin jadi walaupun tidak ada 

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia secara formal, tapi 

secara teknis dan faktual terjamin kehalalannya di bawah 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH. 102 

 

  

 
100 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
101 Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah 

ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan 

usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah diakses pada tanggal 22 Maret 2020 

Jam 20:06 WIB 
102  Wawancara dengan Sus Budiarto (Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 

https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah
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4. Penempatan, Pengunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit 

Dalam ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan 

Pengembangan Dana Rumah Sakit menurut fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia rumah sakit wajib 

menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam 

penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, lembaga asuransi, 

lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, maupun dana pensiun 

dan rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada 

kegiatan usaha dan atau transaksi keuangan yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Rumah Sakit JIH 

telah mencoba menerapkan poin ini secara maksimal dengan 

menggunakan bank syariah. Untuk saat ini Rumah Sakit JIH 

menggunakan Bank Mandiri Syariah untuk pendistribusian gaji 

kepada pegawai tetap, sebelumnya mereka menggunakan Bank 

Muamalat. Selanjutnya untuk dana deposito Rumah Sakit JIH 

menggunakan BPD DIY Syariah dan BCA Syariah akan tetapi 

untuk pasien secara keseluruhan belum menggunakan bank 

syariah maka dari itu mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

masih menggunakan bank konvensional namun dibatasi 

pemakaiannya.103 Apabila Rumah Sakit JIH mendapatkan bunga 

dari bank tertentu yang bukan syariah maka dana tersebut tidak 

 
103 Wawancara dengan Mulyo Hartana (Presiden Direktur Rumah Sakit JIH) di 

Yogyakarta, tanggal 4 Maret 2020 
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bisa digunakan oleh pihak Rumah Sakit JIH sebagai dana 

operasional, namun akan dialokasikan menjadi dana sosial atau 

disumbangkan.104 

Dari hasil analisis peneliti ditemukan bahwa Rumah 

Sakit JIH Yogyakarta telah berusaha mempraktikan konsep 

rumah sakit syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 

bahkan lebih. Akan tetapi sampai sekarang Rumah Sakit JIH 

belum mendapatkan sertifikasi kesesuaian Rumah Sakit Syariah 

oleh Majelis Ulama Indonesia. Sesuai wawancara dengan 

Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit JIH dapat disimpulkan 

bahwa belum adanya sertifikasi kesesuaian Rumah Sakit Syariah 

oleh Majelis Ulama Indonesia dikarenakan proses pengajuan 

sertifikasi yang cukup panjang. 

 

 
104 Ibid 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Rumah Sakit Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 

Tahun 2016 yang meliputi beberapa hal: 

- Kesesuaian Akad,  

- Pelayanan yang syariah, 

- Kehalalan barang gunaan dan bahan konsumsi sesuai sertifikasi 

halal Majelis Ulama Indonesia, 

- Pengelolaan keuangan yang syariah 

Sedangkan Rumah Sakit JIH Yogyakarta juga menerapkan standar 

yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia tersebut, ditambah beberapa hal lain yang penting 

menurut Rumah Sakit JIH Yogyakarta walaupun belum termuat dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 

Tahun 2016 seperti: 

- Jaminan kesucian air yang digunakan, 

- Keadilan pemberian tender penyedia jasa kebersihan, 
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2. Rumah Sakit JIH Yogyakarta sudah berupaya semaksimal mungkin 

untuk menyesuaikan pelaksanaan indikator sesuai dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 

hanya saja masih ada beberapa hal yang belum optimal seperti: 

- Pelayanan syariah yang tidak merata, karena ada yang belum 

mendapatkan pelayanan tersebut. 

- Makanan yang belum bersertifikat halal di kantin. 

- Belum mendapatkan sertifikasi kesesuaian Rumah Sakit Syariah 

oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akan 

tetapi secara faktual tetap diawasi oleh Dewan Pengawas 

Syariah dan tetap dipraktikan sesuai dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 

2016 

Selain hal-hal diatas ada beberapa inovasi dari Rumah Sakit JIH 

Yogyakarta dalam konsep pelaksana Rumah Sakit Syariah yang justru 

belum termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 seperti: 

- Jaminan kesucian air. Kesucian air sangat penting bagi umat 

Islam dalam hal ini Rumah Sakit JIH berusaha menjamin 

kesucian setiap air yang ada di Rumah Sakit JIH. 
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B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian secara seksama dengan ini peniliti 

memberikan saran bahwa: 

1. Untuk pemerintah, agar dapat melengkapi fatwa Rumah Sakit dengan 

Pedoman Syariah dengan hal-hal prinsipiel lainnya seperti yang 

diterapkan Rumah Sakit JIH Yogyakarta yaitu jaminan kesucian air 

yang digunakan, pembagian perawat sesuai jenis kelamin pasien, dan 

lain sebagainya. 

2. Untuk Rumah Sakit JIH Yogyakarta agar lebih konsisten dan maksimal 

serta pemerataan kesesuaian rumah sakit syariah kepada seluruh direksi 

dan pegawai tetap untuk menerapkan konsep rumah sakit syariah 

khususnya dalam hal melayani pasien dan pengembangan peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan syariah seperti perawat untuk rawat 

jalan dilakukan sesuai jenis kelamin pasien. 

3. Untuk pengelola Rumah Sakit Islam agar menjadikan Rumah Sakit JIH 

sebagai suri teladan untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan 

dan menerapkan konsep rumah sakit syariah di rumah sakitnya masing-

masing. 

4. Untuk Masyarakat muslim agar mengedepankan konsep syariah dalam 

segala aspek kehidupan termasuk kesehatan dan berusaha semampu 

mungkin untuk mengikuti standar rumah sakit syariah yang digariskan 

Majelis Ulama Indonesia. Jika tidak ada kejelasan ketika menggunakan 
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layanan rumah sakit, maka amat disarankan untuk rajin bertanya kepada 

pihak rumah sakit tentang kehalalan obat, kesucian air, atau hal-hal lain 

yang seharusnya sesuai dengan konsep syariah.  
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Lampiran I Wawancara: 

Hasil Wawancara dengan Presiden Direktur Rumah Sakit JIH Yogyakarta  

dr. Mulyo Hartana, Sp.PD : 

1. Apa yang melatarbelakangi JIH dalam menerapkan konsep Syariah?: 

Rumah Sakit JIH memiliki visi yaitu Terwujudnya Rumah Sakit 

“JIH” sebagai rumah sakit rahmatan lil’alamin melalui komitmen pada 

layanan kesehatan bertaraf internasional berdasarkan nilai-nilai islam. 

Untuk menunjang dan mensosialisasikan terkait rumah sakit berprinsip 

Syariah JIH sering mengadakan kajian dalam bentuk seminar nasional. JIH 

juga mendapatakan sertifikat gizi halal sebanyak 2-3 kali  

2. Pedoman apa yang digunakan dalam penyelenggaraan konsep Syariah?: 

 JIH telah menerapkan konsep Syariah sejak awal berdirinya bahkan 

sebelum adanya fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No 107 Tahun 2016. Dalam penyelenggaraannya rs jih bahkan 

membuat pedoman sendiri mengacu pada fatwa Bank Muamalat dan Rumah 

Sakit Syriah yang ada di Malaysia. Setelah fatwa dewan pengawas syariah 

nasional majelis ulama Indonesia no 107 Tahun 2016 muncul barulah 

managemen RS JIH mencoba untuk memenuhi semua persyaratan yang dari 

panduan DSN tadi, sebelum mendapatkan sertifikasi syariah rumah sakit 

tersebut harus bermutu dulu baru mendapatkan sertifikasi syariah. DSN 

tidak mau memberikan sertifikasi Syariah kepada rumah sakit yang belum 

bermutu, sedangkan untuk akreditasi JIH saat ini yaitu PARIPURNA. 

3. Hal apa yang paling menonjol terkait prinsip penerapan syariah di rumah 

sakit JIH?: 

  Konsep Syariah yang paling menonjol di managemen JIH ialah 

terkait sumberdaya insani, JIH mempunyai standart-standart yang harus di 

ikuti dan sesuai pedoman insani yang diberikan, JIH juga mempunyai 

slogan terkait pedoman prilaku yang disingkat AMPUH, amanah didalam 

melayani dengan professional yang unggul dan dilakukan dengan harmoni. 

Amanahnya ada nilai-nilainya didalam pedoman perilaku yang 

diterjemahkan di 80 standart prilaku yang harus di penuhi oleh yang 

melayani disertai dengan teknologi yang unggul. 

4. Bagaimana JIH mensosialisasikan ke masyarakat serta menjamin 

bahwasanya JIH menggunakan konsep syariah yang berdasar pedoman?:  
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  Sosialisasi syariah ke masyarkatnya tersirat melalui pelayanan, 

misalkan pasien wanita dilayani oleh perawat wanita, begitu juga 

sebaliknya. Untuk tindakan tertentu, apabila terpaksa ada aturan apakah 

harus didampingi keluarga. 

Disediakan juga tempat ibadah, tempt-tempat melakukan ibadah 

secara islam dalam ruangan, tapi tidak memaksa, untuk muslim 

menganjurkan karena masuk dalam salah satu standart, dari air wudhunya 

juga menjamin kesuciannya, untuk agama lainnya terlihat dari bersihnya, 

teraturnya, sopannya dan ramahnya. 

5. Kalo dari segi tenaga medis bagaimana apabila ada tenaga medis yang non 

muslim, jika berdasarkan konsep syariah otomatis harus menutup aurat, 

apakah yang non muslim juga diwajibkan pak?: 

  Untuk tenaga medis yang non muslim itu diperbolehkan untuk 

dokter keatas, misalkan dokter spesialis dan sub spesialis, karena terkadang 

susah mencari yang muslim. Akan tetapi mereka juga mengerti dan 

menerima peraturan di RS JIH. Untuk saat ini untuk yang non muslim hanya 

ada satu yaitu dokter sub spesialis(dokter tamu). untuk dokter yang 

termasuk pegawai tetap dan pegawai tetap semuanya harus muslim. 

6. Apa kendala yang sering dialami dalam penerapan konsep syariah di JIH?: 

  Untuk kendala yang sangat besar saat ini belum ada, tapi untuk 

kendala yaitu itu terkait sumberdaya insaninya yang melaksanakan harus di 

awasi secara massive. 

7. Akad yang digunakan di JIH prakteknya seperti apa ya pak? Alokasi yang 

ada di nota pasien apakah langsung ke pihak yang bersangkutan atau seperti 

apa?: 

   Pengelolaan keuangan sama seperti rumah sakit lain, semuanya 

dikumpulkan menjadi satu selanjutnya di alokasikan menjadi gaji atau jasa 

sesuai apa yang mereka lakukan. 

Terkait akad-akadnya sendiri Rumah Sakit JIH menerapkan banyak 

akad tergantung dengan siapa dan dari siapa, misalkan dokter kerumah sakit, 

rumah sakit ke pihak 3, supplier makanan dengan rumah sakit, pegawai 

dengan rumah sakit. 

8. Didalam fatwa DSN-MUI terkait ketentuan terkait pelayanan point 6 rumah 

sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi terkait spiritual 
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keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien, praktek 

dilapangannya untuk point ini JIH menerapkannya seperti apa ya pak?: 

  Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

terkait ketentuan Pelayanan nomor 6 Rumah Sakit wajib memberikan 

pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk 

kesembuhan pasien, praktik secara langsungnya dirumah sakit JIH ini 

diterapkan melalui bimbingan rohaniawaan yang muslim dan ditawarkan 

apakah mereka memnginginkannya atau tidak dan pasien RS JIH tersebut 

mendapatkan assessment seberapa kebutuhan kerohaniawaannya, dan juga 

dibimbing terkait doa untuk orang yang sakit, tentang bersuci ketika tidak 

bisa terkena air atau untuk orang sakit, management RS JIH mempunyai 

timnya sendiri untuk mengurus hal tersebut. 

9. Apakah dalam 1 kamar yang lebih dari 1 orang diatur pembagian jenis 

kelaminnya atau ada penggolongannya?: 

  Kebijakan managemen untuk kelas 2 dan kelas 3 itu jenis 

kelaminnya dibagi per ruangannya dan di label di pintunya agar perawat 

bisa menyesuaikan pasiennya, misalkan jika dilabel tersebut tertulis 

perempuan maka yang harusnya masuk juga perawat perempuan begitu 

juga sebaliknya. Walaupun sewaktu-waktu yang tadinya ruangan itu 

khusus perempuan tidak menutup kemungkinan beberapa hari kedepan 

akan berubah menjadi khusus untuk laki-laki yang terpenting yaitu 

perawat yang melayani ialah sama dengan jenis kelamin pasien. 

10. Didalam fatwa DSN-MUI terkait pelayanan point nomor 12 rumah sakit 

wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan 

pasien muslim, antara lain terkait ketentuan tata cara ber suci bagi yang 

sakit, apakah sudah terlaksana pak?: 

  Terkait panduan ibadah, buku-buku saku ini diberikan managemen 

RS JIH saat pasien mau masuk ruangan, tipe-tipe bukunya yaitu edukasi fiqh 

untuk ibu melahirkan, bimbingan doa, dan doa sehari-hari. 

11. Apakah semua obat obatan yang di JIH sudah memiliki sertifikasi halal dari 

MUI?: 

  Untuk obat-obatan memang dalam Dewan Syariah Nasional 

terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan 

Barang Gunaan di point 1 menjelaskan bahwa Rumah Sakit Wajib 

menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang 

gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama 
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Indonesia (MUI); akan tetapi pada point 2 dan 3nya adalah keringanan 

untuk menggunakan obat-obatan yang belum mendapat sertifikat Halal 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) apalagi dalam kondisi terpaksa. 

Maka dari itu Rumah Sakit JIH telah mengupayakan semampunya untuk 

mendapatkan obat-obatan yang telah mendapatkan sertifikat Halal dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan juga di Balai POM tidak 

semuanya telah bersetifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

hanya obat-obatan tertentu. 

Dalam penggunaannya managemen Rumah Sakit JIH selalu 

meminta izin kepada pasien terkait obat yang belum ada sertifikat Halalnya, 

misalkan obat untuk jantung tapi ada yang dalam beberapa kondisi tertentu 

harus memakai obat tersebut maka ditawarkan ke pasien yang bersangkutan 

karena tidak lain, harus menggunakan obat tersebut. 

 

12. Apakah asuransi, dana pensiunan, serta bank yang bekerjasama dengan JIH 

semua telah berkonsep Syariah?: 

Untuk Bank, managemen Rumah Sakit JIH telah mengupayakan 

sejauh mungkin untuk menggunakan bank syariah, contohnya sekarang 

menggunakan bank mandiri syariah, untuk dahulu menggunakan bank 

muamalat.  

Untuk dana deposit managemen Rumah Sakit JIH menggunakan 

BDP Syariah, BCA Syariah, tetapi untuk pasien secara keseluruhannya 

belum semua menggunakan bank Syariah, ada beberapa yang menggunakan 

bank konvensional tapi masih dibatasi. 

Namun apabila Rumah Sakit JIH mendapatkan bunga dari bank 

tertentu yang bukan syariah, bunganya tidak dipakai, bisa di sumbangkan 

yang terpenting tidak dipakai. 

 

Untuk kerjasama dengan Rumah Sakit JIH: 

   Untuk kantin memang dengan UMKM yang rata-rata perlu usaha 

lebih untuk mendapatkan sertifikasi yang susah dan mahal. Berbeda halnya 

dengan perusahaan yang sudah ternama seperti parsley yang pastinya sudah 

management Rumah Sakit anjurkan untuk mempunyai sertifikat Halal. 
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13. Standar kebersihan yang ada di Rumah Sakit JIH seperti apa pak?  

Standart kebersihan di Rumah Sakit JIH yang melaksanakan ialah 

dari pihak ke 3 yang biasanya adalah penyedia jasa kebersihan, namun 

standartnya di pegang oleh housekeeping dari Rumah Sakit JIH, 

housekeeping inilah yang memonitor kerjaan pihak ke 3. 

Untuk pelayanan kebersihannya juga tidak membuka hanya dari satu 

penyedia jasa, akan tetapi di buka secara umum dan di pilih yang sesuai 

standartnya, setelah terpilih pun masih dibagi beberapa ruangan untuk 

penyedia jasa A, dan beberapa ruangan untuk penyedia jasa B dan 

dikompetisikan agar para pihak penyedia berlomba-lomba untuk 

kebersihannya tersebut. 

 

Hasil Wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah  

Sus Budiarto S.Psi.,M.Si.,P.si beserta wakilnya dan sekretarisnya: 

1. Siapa yang menunjuk Dewan Pengawas Syariah JIH? 

Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit JIH dipanggil dari 

pengurus Yayasan, atas permintaan PT. Unisia Medika Farma, atas 

permintaan Rumah Sakit JIH. Kemudian setelah ditugaskan Yayasan Badan 

Wakaf UII ke Rumah Sakit JIH melalui PT. Unisi Medika Farma. Dewan 

Pengawas Syariah setelah itu mendapat panggilan untuk Fit and Proper Test 

dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan nama 

Silaturahim. Setelah di jelaskan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah serta 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan lulus dan 

merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Yayasan 

Badan Wakaf tadi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit 

JIH dan menandatangani fakta integritas. 

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah ialah sebagian 

bertanggung jawab ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 

ke Rumah Sakit, ke PT. Unisia Mediaka Farma, ke Yayasan Badan Wakaf 

UII. 

 

2. Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit JIH Yogyakarta sudah beroperasi 

sejak kapan? 

Dewan Pengawas Syariah yang pertama ialah pak Zaini Dahlan, dan 

digantikan oleh pak Sunardi Zauhari Bersama Taufiqurahman hingga 2019. 
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Tahun 2019 pak Sunardi Zauhari meninggal dan Rumah Sakit JIH 

menyampaikan ke PT. Unisia Medika Farma bahwa membutuhkan 1 orang 

pengganti sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah, dan pada Februari 2019 

bp Sus Budiarto dinyatakan sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah Rumah 

Sakit JIH yang baru. Untuk Dewan Pengawas Syariahdi Rumah Sakit JIH 

ini telah beridiri sejak lama, namun belum menggunakan nama Dewan 

Pengawas Syariah tetapi menggunakan nama Dewan Syariah, karena dari 

awal Rumah Sakit JIH membawa amanah besar dari Yayasan Badan Wakaf 

UII yang arahnya sudah ke Syariah atau Islam. 

 

3. Pedoman apa yang digunakan dalam penyelenggaraan konsep Syariah 

sebelum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

107 Tahun 2016? 

Dewan Pengawas Syariah Kurang mengetahuinya dikarenakan 

mereka baru diangkat pada tahun 2019. 

4. Hal apa yang paling menonjol terkait prinsip penerapan syariah di rumah 

sakit JIH? 

Konsep Syariah yang paling menonjol dari JIH ada banyak hal, salah 

satunya ialah Tayamum Pad, itu berfungsi apabila pasien tidak bisa 

melakukan thaharah, ada Al-qur’an disetiap kamarnya. Rumah Sakit JIH ini 

mengacu pada Rumah Sakit Siloam versi Syariah, Islamnya akan terasa 

dalam pelayanan melalui tersirat dengan konsep hospitality yaitu pelayanan 

modern. 

 

5. Bagaimana JIH mensosialisasikan ke masyarakat serta menjamin 

bahwasanya JIH Menggunakan konsep syariah yang berdasar pedoman? 

 

Menggunakan pelayananan tadi, masyarkat akan tahu pelayanan 

konsep syariah dari ramah dan sopannya pelayanan di Rumah Sakit JIH. 

 

6. Kalo dari segi tenaga medis bagaimana apabila ada tenaga medis yang non 

muslim, jika berdasarkan konsep syariah otomatis harus menutup aurat, 

apakah yang non muslim juga diwajibkan pak? 

 

Terkait kebijakan teknis itu lebih ke Managemen Rumah Sakit, 

Komite Syariah Tugasnya ialah mengkaji opini Syariah, misalkan ada 

dokter yang non muslim, Rumah Sakit mengeluarkan kebijakan, 



91 
 

 
 

 

kebijakannya yang dikaji oleh komite syariah itu sudah sesuai syariah atau 

malah melenceng. 

 

7. Apa kendala yang sering dialami dalam penerapan konsep syariah di JIH 

sebagai Dewan Pengawas Syariah? 

 

Belum ada kendala yang signifikan kendala secara umum ialah 

karena manusia, misalkan perbedaan persepsi, pandangan managemen lama 

dengan pandangan Dewan Pengawas Syariah yang baru. 

 

8. Akad yang digunakan di JIH prakteknya seperti apa ya pak? 

Di Rumah Sakit JIH telah menerapkan banyak akad sesuai Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 107 Tahun 2016, ada 

Akad Muamalah, ada yang ke Dokter menggunakan Ijarah, ke pasien juga 

Ijarah, untuk ke penyedia Obat menggunakan Murabahah ada juga 

gabungan beberapa akad menjadi satu. Banyak akad yang diterapkan disini 

bahkan hampir semua yang kamu pelajari dikulliah ada disini. 

 

9. Didalam fatwa DSN-MUI terkait ketentuan terkait pelayanan point 6 rumah 

sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi terkait spiritual 

keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien, praktek 

dilapangannya untuk point ini JIH menerapkannya seperti apa ya pak?: 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

ketentuan kelima terkait Ketentuan Pelayanan point 6 yang berbunyi Rumah 

Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang 

sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. 

Rumah Sakit JIH menafsirkan point ini menggunakan konsultasi 

keagamaan, untuk yang muslim maupun non muslim, untuk yang non 

muslim di carikan orang yang berkompeten melalui kementerian agama. 

Untuk yang muslim ditanyakan masih mampu menjalankan ibadah sholat 5 

waktu dengan berdiri, atau hanya duduk atau hanya bisa berbaring. 

Jika pasien ada yang kesulitan berwudhu maka Rumah Sakit 

dampingi juga terkait cara tayamamumnya menggunakan tayamamum pad, 

dan apabila ada pasien yang beranggapan apabila sakit atau sedang memikul 

najis yang bnyak tidak boleh sholat maka dari pihak Rumah Sakit JIH 

memberikan penjelasan-penjelasan walaupun tidak bisa membersihkan 

najis harus menjalankan sholat. 
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Panduan tata cara ibadah: 

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

ketentuan kelima terkait Pelayanan point 12 berbunyi Rumah Sakit wajib 

memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien 

muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang 

sakit). Dalam hal ini Rumah Sakit JIH memberikan buku saku, yang 

diberikan kepada setiap pasien yang masuk dan khususnya rawat inap. Total 

buku sakunya ada 2 yaitu bimbingan pasien yang Muslimah dan bimbingan 

pasien. 

Selain dari buku saku tadi Rumah Sakit JIH juga 

mensosialisasikannya menggunakan brosur, dan juga melalui TV LED yang 

ada di lift. 

 

10. Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 

Tahun 2016 didalamnya termaktub Rumah Sakit wajib memiliki Standar 

Kebersihan, Standar Kebersihan ini seperti apa pak? 

 

Tanyakan kemanajemen JIH 

 

11. Apakah semua obat obatan yang di JIH sudah memiliki sertifikasi halal dari 

MUI? 

Rumah Sakit JIH sangat selektif terkait yang berlabel halal dan 

tidak, contohnya saja detergen laundry semuanya harus sudah mendapatkan 

sertifikat halal, tidak cuman makanan, obat-obatannya juga. 

 

12. Apakah asuransi, dana pensiunan, serta bank yang bekerjasama dengan JIH 

semua telah berkonsep Syariah? 

Pihak Manajemen JIH yang mengatur tersebut 

 

 

13. Bagaimana standart rumah sakit dengan pedoman rumah sakit syariah dapat 

dikatakan rumah sakit Syariah apakah harus meangaplikasikan fatwa DSN-

MUI secara menyeluruh atau ada presentasenya? 
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Standart rumah sakit syariah dapat dikatakan sebagai rumah sakit 

syariah harus memenuhi seratus lebih kriteria dan indikatornya sendiri. 

Untuk mendapatkan Rumah Sakit Syariah syaratnya ialah Rumah Sakit 

tersebut harus terakreditasi atau bermutu sebelum mengajukan Rumah Sakit 

Syariah.  

Untuk Rumah Sakit mempunyai tingkatan akreditasi, namun untuk 

Rumah Sakit Syariah hanya dapat Kesesuaian Syariah dari Majelis Ulama 

Indonesia tidak ada tingkatannya. 

 

14. Saran apa yang pernah diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah Rumah 

Sakit JIH? 

Sesuai dengan jobdesc Dewan Pengawas Syariah mengawasi 

konsep Syariah di JIH dan memberikan opini syariah. Saran yang pertama 

mereka tawarkan ialah rekomendasi jam operasi yang tidak boleh menabrak 

waktu sholat sehinggak tidak melaksanakan sholat.  

Yang kedua terkait makanan yang mubazir, makanan internal yang 

pada awalnya tidak diambil dan menjadi sisa apabila diberikan kepada 

orang saat sore hari maka makanan itu sudah tidak thoyib. Maka Dewan 

Pengawas Syariah menyarankan agar di list dari awal dan pegawai akhirnya 

bisa memesankan dengan menginfakannya se ikhlasnya dan tidak harus 

membuat makanan dirumah tapi mendapatkan makanan dengan biaya yang 

terjangkau. 

Budaya di Rumah Sakit JIH harus dijalankan oleh siapapun yang 

berkerja sama dengan JIH tidak terlepas oleh pihak ke 3, vendorpun juga 

harus memenuhi standart syariah, contohnya memulai dan mengakhiri 

pekerjaan menggunakan doa, hal inilah yang di sarankan oleh Dewan 

Pengawas Syariah. 

 

15. Bagaimana bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah? 

Bentuk Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah ialah setiap satu 

pekan sekali mereka rutin ke Rumah Sakit JIH, disamping pekerjaan Dewan 

Pengawas Syariah yang utama ialah dosen mereka tetap memberikan satu 

hari full untuk standby di rumah Sakit apabila ada permasalahan terkait 

syariah. 
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16. Apakah pernah MUI nyidak atau turun langsung mengawasi terkait rumah 

sakit yang berpedoman syariah? 

Secara garis besar Majelis Ulama Indonesia menyidak saat 

sertifikasi Syariah, namun secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia 

mengawasi melalui Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas 

Syariah selalu laporan melalui grup Whatsapp dikarenakan belum adanya 

system online. 

 

17. Bagaimana pengawasan Yayasan Badan Wakaf UII terhadap Rumah Sakit 

Yogyakarta? 

Bentuk pengawasan Yayasan ialah dengan memberikan pesan agar 

memastikan Visi yang Yayasan berikan tidak melenceng dari apa yang 

Yayasan inginkan. Salah satu contohnya meminta agar pengawasan terkait 

Islam garis keras diberikan alat ukur seseorang dapat dinyatakan Islam garis 

keras. 

 

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah 

rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2018, Sarach Respilia S : 

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan 

kebijakan syariah oleh di RS JIH? 

Pengalaman syariah di JIH ada banget, jadi biasanya setiap pagi ada 

perawat khusus datang untuk mendoakan, dan untuk pegawainya juga 

bagi perempuan menggunakan hijab 

2. Apakah pernah melihat tayamum pad di kamar pasien? 

Ada.  

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan 

yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa atau 

tatacara bertayamum untuk pasien? 

Kalau kemarin itu yang seperti tadi, di doakan setiap paginya, doa 

kesembuhan dan beberapa ayat Al-qur’an, dan sebelumnya ibu saya 

juga pernah di rawat inap di Rumah Sakit JIH juga mendapatkan 
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pelayanan serupa. Jadi ada pegawai khusus atau orang yang bertugas di 

bidang agama untuk melakukan doa-doa tersebut.  

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib 

dilakukan pasien muslim? 

Pernah, isi panduan tersebut menjelaskan terkait bagaimana cara sholat 

apabila tidak bisa berdiri dan sebagainya. Dan ada brosur di mejanya. 

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa? 

Menurut saya Rumah Sakit JIH Yogyakarta sangat memerhatikan 

kebersihan soalnya berpengaruh kepasien, selalu dibersihin setiap dua 

kali sehari. 

6. Apakah ada akad tertentu yang aplikasikan ke anda? 

Cuman dikasih bill, setiap hari mendapatkan bill tersebut.  

7. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal? 

Pernah melihat tapi tidak pernah masuk. 

8. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis 

kelamin? 

Untuk pertama saat di UGD di urus oleh perawat laki-laki namun saat 

sudah dikamar mendapatkan perawat perempuan namun setau saya juga 

bisa request, dan saya request untuk perawat perempuan, akan tetapi 

dokter yang menangani penyakit saya itu hanya adanya laki-laki 

9. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin? 

Kurang memperhatikan sekitar karena menggunakan kamar VIP B 

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah 

rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2018, Bayu Mogana Putra : 

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan 

kebijakan syariah oleh di RS JIH? 

Pernah. 

2. Apakah pernah melihat tayamum pad di kamar pasien? 

Pernah  
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3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan 

yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa atau 

tatacara bertayamum untuk pasien? 

Pernah, hal tersebut dilakukan saat opname berlangsung. Pihak rumah 

sakit mengahadirkan tokoh agama untuk memipin doa Bersama di 

kamar pasien 

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib 

dilakukan pasien muslim? 

Pernah panduan tersebut diserahkan bersamaan pasien diantarkan ke 

kamar rawat inap 

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa? 

Sangat bersih untuk ukuran Rumah Sakit. Bahkan bau obat yang 

biasanya di rumah sakit lain sangat menyengat di RS JIH sangat minim 

untuk mencium bau obat-obatan 

6. Apakah ada akad tertentu yang aplikasikan ke anda? 

Tidak dikordinasikan akad apa yang digunakan. Namun mengenai 

rincian biaya yang ada dalam invoice dapat diakatan sangat rinci terkait 

biaya yang dibayarkan 

7. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal? 

Belum pernah ke kantin tersebut 

8. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis 

kelamin? 

Belum, saya pernah menanyakan hal tersebut. Namun pihak RS 

menyampaikan itu yang saat ini menjdi kendala pihak RS yakni 

berkautan dengan SDM 

9. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin? 

Kurang tau.. karena menggunakan kamar VIP 

 

Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah 

rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2018, Nada Sari: 
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1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan 

kebijakan syariah oleh di RS JIH? 

Pernah tentunya, saya di kamar tersebut melihat adanya tayamum pad, 

Al-qur’an dan beberapa kesepakatan yang menggunakan akad. 

2. Apakah pernah melihat tayamum pad di kamar pasien? 

Ada.  

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan 

yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa atau 

tatacara bertayamum untuk pasien? 

Belum mendapatkan pelayanan tersebut, belum pernah di tawarkan juga 

jadi saya hanya berdoa secara pribadi. 

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib 

dilakukan pasien muslim? 

Ada didalam tayamum pad beserta sejadah dan mukena. 

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa? 

Menurut saya Rumah Sakit JIH Yogyakarta sangat bagus dan bersih 

sekali. Dibersihkan pagi dan sore. 

6. Apakah ada akad tertentu yang aplikasikan ke anda? 

Iya tadi kesepakatan tertentu. 

7. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal? 

Untuk label halalnya sendiri belum ada tertera namun makanan di kantin 

tersebut tidak ada yang menjual makanan haram. 

8. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis 

kelamin? 

Tergantung shift perawatnya tersebut, kadang-kadang ada laki-laki, 

kadang perempuan, tidak ditawarkan terkait jenis kelamin perawat yang 

mengurusi kedepannya. Sesuai jam kerja perawatnya masing-masing. 

9. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin? 

Saya menggunakan kamar VIP B, namun untuk kamar sebelah saya 

masih ada pasien laki-laki. 
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Hasil Wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pernah 

rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada tahun 2020, Anita Zahra: 

1. Apakah anda pernah menjadi pasien di RS JIH dan telah merasakan 

kebijakan syariah oleh di RS JIH? 

Pengalaman syariah di JIH ada banget, jadi biasanya setiap pagi ada 

perawat khusus datang untuk mendoakan, dan untuk pegawainya juga 

bagi perempuan menggunakan hijab 

2. Apakah pernah melihat tayamum pad di kamar pasien? 

Ada, serta dijelaskan cara penggunaannya oleh perawat. 

3. Apakah pernah mendapatkan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan 

yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien? Misalkan doa-doa? 

Nggak ada 

4. Apakah telah mendapatkan panduan terkait tatacara ibadah yang wajib 

dilakukan pasien muslim? 

Dapat, diberikan bersama nota 

5. Standart kebersihan Rumah Sakit JIH seperti apa? 

Bersih banget, dibersihkan setiap hari 2 kali sehari pagi dan sore. 

6. Apakah kantin JIH sudah ada berlabel halal? 

Selihat saya sih belum ada labelnya, makanan standar pada umumnya 

yang halal. 

7. Saat di opname apakah sudah dibagi pembagiaan perawatnya sesuai jenis 

kelamin? 

Pelayanan perawat tersebut sesuai jam shiftnya dan tidak ditnyakan mau 

request tidak. 

8. Apakah saat diopname kamarnya telah dibagi sesuai jenis kelamin? 

Dalam VIP A satu kamar satu, namun dalam kelas tersebut semuanya 

campur. 
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Lampiran II: 

Visi & Misi Rumah Sakit JIH Yogyakarta 
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Lampiran III: 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 
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Lampiran IV: 

Dokumentasi Penelitian: 

Perawat dan Dokter Rumah Sakit JIH Yogyakarta bersama pasien. 

 

Keadaan Hall Rumah Sakit JIH
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Dokter dan Perawat bersama Pasien

 

 

Jaminan air suci oleh Rumah Sakit “JIH” 
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Pegawai Rumah Sakit JIH yang menggunakan hijab.
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Foto bersama Presiden Direktur Rumah Sakit JIH Yogyakarta dr. Mulyo Hartana, 

Sp.PD 
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